BAB III
KONSEP PENANGANAN TERHADAP HAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG YANG DITERAPKAN DI INDONESIA
SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
A. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA
1. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana
Negara telah mengambil alih peranan penuntutan dari korban dengan
meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosional) dan untuk
pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) untuk
korban dan masyarakat secara keseluruhan.! Hak Korban untuk menuntut
pembalasan atau ganti rugi terhadap pelaku kejahatan pada waktu yang sama
peranan atau sumbangan korban dalam terjadinya pelanggaran seharusnya wajib
diperhatikan, hal ini dikarenakan kerugian korban juga menentukan besar-kecilnya
pembalasan atau ganti rugi itu.
Shafer menyatakan bahwa “perhatian kepada korban sangatlah kurang.
Dan kalaupun ada perhatian terhadap korban, hal itu dianggap tidak boleh
menghalangi pembinaan pelaku/terpidana”.? Berdasarkan pendapat tersebut dapat

diuraikan bahwa:

' Adrianus Meliala, Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Jusctice,
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011, Jakarta,
hlm. 27.

2 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan, (Jakarta: Akademika
Pressindo, 2009), hlm. 45.
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a. Bahwa untuk korban, perlu dipikirkan dan diberikan perhatian kepada
penderitaan yang dialaminya karena terjadinya delik itu; dan

b. Bahwa untuk pelaku delik, perlu diketahui bagaimana peranan korban dalam
terjadinya delik, maupun keadaan kejahatan pada umumnya.

Maksud dari poin a adalah mempunyai pengaruhnya pada (ilmu) hukum
pidana dan proses peradilan pidana. Kalau benar dapat ditunjukkan bahwa sistem
peradilan pidana sekarang ini tidak/ kurang memberi kepuasan kepada korban,
dalam arti tidak/kurang memberi perhatian kepada kepentingannya yang dilanggar
(dirugikan), maka mungkin diperlukan suatu pembaharuan yang mendalam tentang
hal ini. Dalam konteks Indonesia, dimana KUHP dan ilmu hukum pidana itu
didasari pemikiran Barat, perlu digali bagaimana pemikiran hukum Islam dapat
menyumbang ke arah ini.’3

Sedangkan hasil pemikiran pada poin b akan banyak membantu
pengembangan pikiran dalam kriminologi. Dengan lebih mengetahui peranan
korban dalam terjadinya delik, maka badan penegak hukum juga akan banyak dapat
menarik manfaat darinya, khususnya dalam kegiatan dan usaha pencegahan. Dalam
rangka pengetahuan tentang keadaan kejahatan pada umumnya, suatu survei
tentang korban akan dapat pula menambah pengertian kita tentang hidden
criminality (kejahatan yang tersembunyi).*

Muladi mengemukakan beberapa alasan yang bertalian dengan

perlindungan korban yaitu: Pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung

3 Muladi, Prospek Hukum Pidana Nasional di Masa Depan, (Jakarta: Badan Pembinaan
Hukum Nasional, 2010), him. 45.

4 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, Jakarta, hlm. 75
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pengertian, baik dalam arti umum maupun dalam arti konkret. Dalam arti umum
menurut Muladi, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-
undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik poena maupun
crimen harus diterapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas
diri seseorang pelaku tindak pidana.® Sedangkan dalam arti konkret, proses
pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier
(hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya).

Kedua, bertolak dari argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan
hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen
solidaritas sosial. Negara lebih boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial
terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi.® Oleh karena itu,
bila terjadi kejahatan dan menimbulkan korban, negara harus bertanggungjawab
untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Sementara, yang disebut
terakhir, menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam
memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan,
melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana
yang disediakan oleh negara.

Ketiga, Muladi memandang bahwa masalah pengaturan korban kejahatan
biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemi danaan, yang dewasa ini banyak

dikedepankan yakni penyelesaian konflik.” Penyelesaian konflik yang ditimbulkan

5 Lewister D. Simarmata, Maidin Gultom, dan Mhd. Ansori Lubis, Pertanggungjawaban
Pidana Berupa Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),
Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari), him. 136-140.

® Ibid.

7 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:
Alumni, 2010), him. 104.
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oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa
damai dalam masyarakat.?

Dalam sejarah perkembangan penologi, terlihat bahwa reaksi kepada
pelaku kejahatan sepenuhnya merupakan hak para korban. Setiap orang (korban)
yang merasa dilanggar haknya, berhak untuk melakukan pembalasan secara
langsung kepada yang melakukan pelanggaran atas dirinya. Bahkan, mereka bisa
melakukan tindakan yang lebih dahsyat daripada yang dialaminya.’

Pada masa ini lebih banyak diwarnai oleh balas dendam secara fisik.
Namun seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran masyarakat untuk mengganti
balas dendam fisik ini berupa pemberian santunan atau ganti rugi oleh pelaku ke
pihak korban. Dalam hubungannya antara pelaku kejahatan dengan korbannya,
sistem hukum yang berlaku (KUHAP) kini kurang peduli terhadap kepentingan
korban. Kehadiran korban dan saksi dalam proses peradilan pidana selain tidak
diberi kompensasi karena mereka meninggalkan pekerjaan dan membutuhkan biaya
menuju ke tempat sidang, perlindungan keselamatan dari gangguan pelaku dan
kelompoknya juga tidak dijamin. Sekarang dalam kehidupan praktis dunia hukum,
yang sebelumnya tidak memberi tempat pada korban kejahatan dalam hukum,
dengan perkembangan penelitian viktimologi sudah mulai mendapat perhatian.'®

Penegakan hukum saat ini menitikberatkan pada sanksi bagi pelaku tanpa

mengabaikan perlindungan terhadap hak serta kepentingan korban. Dalam

8 Ibid.

° Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Asas-Asas Hukum
Pidana Baru, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 89.

10 Myhammad Mustofa, “Kehadiran Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban
Kejahatan”, Jurnal Perlindungan, Edisi 111, Vol. 1, Tahun 2013.



140

praktiknya, Jaksa Penuntut Umum berupaya melakukan empati struktural dengan
menempatkan diri pada posisi korban guna mengidentifikasi pemulihan hak yang
semestinya didapatkan melalui jalur peradilan. Fokusnya bukan sekadar
menghukum, melainkan menjamin keadilan yang proporsional bagi kedua belah
pihak. Urgensi peran Jaksa dalam mengawal hak korban ini sejalan dengan mandat
Surat Petunjuk Jaksa Agung No. B-63/E/2/1994 mengenai Perlindungan Terhadap
Korban Kejahatan.!!

Berdasarkan pembaruan hukum acara pidana yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP
Baru), pengaturan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian mengalami
penguatan signifikan untuk menjamin hak-hak korban.

Dalam KUHAP 2025, mekanisme penggabungan gugatan tetap
dipertahankan namun diperluas melalui konsep Restitusi dan Ganti Rugi.

a. Ganti Rugi: Hak korban (atau pihak lain yang dirugikan) untuk mendapatkan
pemenuhan uang akibat perbuatan pidana.

b. Restitusi: Pembayaran yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga
berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian materiel maupun imateriel.

c. Kompensasi: Ganti rugi yang diberikan negara jika pelaku tidak mampu

membayar sepenuhnya.

11 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Korban: Persepektif Hukum Positif
dan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), him. 115.
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Berbeda dengan KUHAP lama (UU 8/1981) yang sering kali
memposisikan korban hanya sebagai saksi, KUHAP Baru justru memberikan
kedudukan yang lebih kuat.!?

Prosedur Penggabungan Gugatan bertujuan untuk efisiensi agar korban
tidak perlu mengajukan gugatan perdata terpisah di kemudian hari:

a. Pengajuan: Gugatan ganti kerugian diajukan kepada Majelis Hakim melalui
Jaksa Penuntut Umum atau secara langsung sebelum putusan dijatuhkan.

b. Pemeriksaan: Hakim memeriksa gugatan tersebut bersamaan dengan perkara
pidananya.

c. Pembuktian: Korban dapat menghadirkan bukti tambahan atau saksi khusus
untuk memperkuat jumlah kerugian yang diklaim.

d. Putusan: Hakim mencantumkan besaran ganti rugi dalam satu amar putusan
pidana. Jika terdakwa diputus bebas, maka gugatan ganti rugi tersebut otomatis
gugur.

Penerapan Pasal 98 KUHAP (dalam transisi ke KUHAP baru) tetap
merujuk pada prinsip perlindungan korban yang sudah ada sejak Surat Petunjuk
Jaksa Agung No. B-63/E/2/1994. Jaksa diinstruksikan untuk proaktif
mengidentifikasi kerugian pihak lain (pihak ketiga) sebagai bagian dari kerugian
korban yang harus dipulihkan.'3

Terkait dengan korban kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), pengaturan mengenai korban

12 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ed. Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika,
2024), hlm. 112.
13 Ibid.
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kejahatan mendapatkan porsi yang jauh lebih komprehensif dibandingkan undang-

undang sebelumnya. Perlindungan dan hak korban tidak lagi terpencar, melainkan

diatur dalam bab khusus dan pasal-pasal strategis.

Berbeda dengan KUHAP lama yang sangat fokus pada hak tersangka,
KUHAP Baru memiliki bagian yang secara eksplisit mengatur hak-hak korban,
biasanya terletak pada Bab IV (Hak Saksi dan Korban).

a. Hak Atas Informasi: Korban berhak mengetahui perkembangan penyidikan
dan penuntutan perkara yang menimpanya.

b. Hak Atas Keamanan: Perlindungan fisik dan psikis dari ancaman pelaku.

c. Hak Atas Restitusi: Hak untuk mendapatkan ganti rugi yang dibebankan
kepada pelaku.

Pengaturan mengenai pemulihan kerugian korban (yang sebelumnya
diatur secara terbatas dalam Pasal 98-101 KUHAP lama) kini diatur lebih modern
dalam pasal-pasal terkait Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

a. Penggabungan Gugatan: Mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi tetap
ada, namun diperkuat dengan kewajiban Jaksa untuk mencantumkan nilai
restitusi dalam surat tuntutan.

b. Kompensasi Negara: Jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, dalam
pasal-pasal tertentu di KUHAP 2025 diatur mengenai peran negara dalam
memberikan kompensasi (terutama untuk tindak pidana berat atau pelanggaran
HAM).

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah pembaruan paling

signifikan dalam KUHAP 2025. Terdapat pasal yang mengatur bahwa penegakan
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hukum dapat dihentikan demi hukum jika telah tercapai kesepakatan perdamaian
dan pemulihan hak korban.!'* Di sini, posisi korban menjadi penentu (subjek utama)
dalam penyelesaian perkara pidana ringan atau tertentu.

Korban kejahatan dapat memperoleh ganti kerugian berdasarkan putusan
pengadilan. Kerugian yang diganti adalah kerugian material dan dibayarkan oleh
pelaku tindak pidana berdasarkan putusan hakim. Apabila terpidana tidak
membayar maka harta bendanya akan disita untuk membayar sejumlah kerugian
yang diputuskan tersebut.!> Upaya terpidana untuk menghindar dalam membayar
kompensasi akan berakibat tidak adanya pengurangan masa hukuman dan terpidana
tidak akan memperoleh pembebasan bersyarat.

Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa
kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.'® Jika pelaku
dijatuhi hukuman dan diwajibkan membayar namun tidak mampu, KUHAP 2025
mengatur jaminan melalui Dana Abadi'”:

a. Pasal 175: Mengatur mekanisme pembayaran ganti rugi kepada korban yang
harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah

permohonan diterima (pasca putusan).

14 Rona Apriana Fajarwati, “Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Nilai Universal
Hukum Islam Dalam Implementasi KUHP 2023,” Jurnal Evidence of Law 11, no. 2 (2025): hlm.
410.

15 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 152.

16 Ibid.

17 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2025), hlm. 142.
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b. Pasal 183: Menjelaskan bahwa jika terpidana benar-benar tidak mampu
memenuhi kewajiban membayar restitusi, maka negara dapat memberikan
Kompensasi melalui dana abadi tersebut agar hak korban tetap terpenubhi.

Pasal 181 KUHAP 2025 menjelaskan bahwa terpidana yang mampu
membayar ganti kerugian tidak pantas mendapatkan pidana yang lebih ringan
dibandingkan dengan orang yang tidak mampu sebab ia memiliki uang untuk
membayar kompensasi. Proses atau pun tata cara penggantian kerugian ini akan
ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.

Dalam kenyataannya yang ada sekarang, Peraturan pemerintah mengenai
pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Namun pada prakteknya
memerlukan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).!® Namun
perlu diingat bahwa LPSK sendiri kedudukannya di luar sistem peradilan pidana.

Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang birokrasi pemulihan hak
korban. Oleh karena itu, optimalisasi peran Jaksa dalam mengintegrasikan
kepentingan korban ke dalam sistem peradilan pidana perlu menjadi prioritas
utama. Sebagai representasi negara sekaligus pihak yang melakukan penuntutan,
Jaksa secara inheren memikul tanggung jawab untuk menyuarakan kerugian yang
dialami korban. KUHAP memberikan ruang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk
menyatukan tuntutan ganti rugi dengan tuntutan pidana pokok (akumulasi gugatan).

Agar nominal ganti rugi akurat, Jaksa wajib menjalin komunikasi intensif dengan

18 M. Abdul Kholiq, "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana:
Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.
22, No. 3 (2015), hlm. 412.
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korban guna mengidentifikasi kerugian materiel yang dapat dibuktikan secara
nyata.
2. Pengaturan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang Dalam Berbagai Peraturan Hukum Pidana Nasional

Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya
bertumpu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi juga terintegrasi
dalam berbagai regulasi sektoral lainnya di dalam sistem hukum nasional.
a. KUHP

1) Pasal 297 KUHP: tindak pidana perdagangan perempuan dan anak laki-laki,
sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun. Telah dicabut dengan adanya
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.

2) Pasal 333 KUHP: tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang, sanksi
pidana penjara 8 tahun, bila mengakibatkan luka berat pidana penjara 9 tahun,
dan bila mengakibatkan kematian maka sanksi pidana penjara menjadi 12
tahun. Masih berlaku.

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hukum dan

Hak Asasi Manusia.

1) Pasal 1 ayat (4): “Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang
hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh
pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan

menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah
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dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang
didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan
tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau
sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”. Tidak mengatur ancaman
pidana. Ditujukan untuk melindungi  bangsa  dari  berbagai  bentuk
pelanggaran HAM termasuk perdagangan manusia.

2) Pasal 33: (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman
atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan
martabat kemanusiaannya.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan
penghilangan nyawa.
Tidak mengatur ancaman pidana. Ditujukan untuk melindungi bangsa  dari
berbagai bentuk pelanggaran HAM termasuk perdagangan manusia.

3) Pasal 34: “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan,
diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”’. Tidak mengatur
ancaman pidana. Ditujukan untuk melindungi bangsa dari berbagai bentuk
pelanggaran HAM termasuk perdagangan manusia.

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

1) Pasal 9: Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan
tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Sanksi pidana

Pidana paling berat pidana mati dan pidana penjara paling ringan 5 tahun.
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Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, peradilan terhadap
kasus perdagangan orang tidak mengacu secara penuh terhadap Undang-
Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

1) Pasal 4 ayat (2): Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tidak
dilengkapi dengan sanksi pidana. Ketentuan ini hanya mengatur jenis-jenis
perbuatan yang termasuk kekerasan seksual.

2) Pasal 13: Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di
bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya
dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual. Sanksi pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Masih berlaku.

3. Kebijakan Kelembagaan dan Koordinasi Antar-Instansi

Kebijakan kelembagaan dalam penanganan korban TPPO di Indonesia
bertumpu pada:
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang.

Eksistensi peraturan ini dipicu oleh semaraknya peningkatan kasus
perdagangan manusia di tanah air serta urgensi tersedianya kerangka hukum yang
bersifat menyeluruh. Kehadiran undang-undang ini dimaksudkan untuk

menanggulangi praktik perdagangan orang secara sistemik, mulai dari aspek
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preventif, tindakan represif atau penegakan hukum, hingga upaya rehabilitasi bagi
para korban.

Regulasi ini menetapkan sanksi berat berupa pidana penjara maksimal 15
tahun dan denda material yang signifikan. Selain menyasar individu, hukum ini
juga menjerat entitas korporasi serta pihak-pihak yang terlibat dalam
permufakatan jahat atau pemberian bantuan pada tindak pidana tersebut.

Regulasi tersebut menitikberatkan pada aspek pemulihan korban melalui
pemenuhan hak restitusi, rehabilitasi secara medis maupun sosial, serta proses
reintegrasi ke lingkungan masyarakat. Dalam kerangka ini, negara memegang
tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan terintegrasi bagi saksi dan
korban, yang didukung oleh peran aktif publik dalam pelaporan serta
penanggulangan perkara. Secara struktural, koordinasi pelaksanaannya dilakukan
oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, baik di level nasional
maupun regional.

Eksistensi undang-undang ini tetap terjaga meskipun sejumlah pasalnya
telah disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Regulasi ini
menempati posisi sentral sebagai pedoman dalam aspek penegakan hukum,
perumusan kebijakan sosial, serta penguatan sinergi internasional guna
menanggulangi praktik perdagangan manusia di tanah air.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Kehadiran regulasi ini dipicu oleh urgensi untuk meningkatkan efisiensi

dalam memproteksi saksi serta korban, terutama di tengah eskalasi kasus
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pelanggaran HAM dan tindak pidana serius. Transformasi hukum tersebut
merupakan bentuk adaptasi terhadap doktrin keadilan restoratif dan upaya
sinkronisasi dalam tatanan hukum pidana domestik.

Substansi utama mencakup:

1) Penguatan kelembagaan LPSK, termasuk pembentukan sekretariat jenderal
dan dewan penasihat.

2) Perluasan subjek perlindungan mencakup pelapor (whistleblower) dan saksi
pelaku yang bekerja sama.

3) Peningkatan hak korban atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

4) Penguatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum.

5) Ketentuan pidana baru bagi pihak yang menghalangi perlindungan saksi dan
korban.

Ketentuan operasional dari regulasi ini dijabarkan lebih terperinci melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2018. Kehadiran undang-undang ini secara strategis memperkokoh peran
LPSK di dalam ekosistem peradilan pidana, sekaligus memberikan proteksi
maksimal bagi saksi dan korban guna menumbuhkan kredibilitas penegakan
hukum di mata masyarakat.

UU No. 31 Tahun 2014 tetap berlaku dan menjadi landasan utama
perlindungan saksi dan korban, meskipun sebagian ketentuannya telah disesuaikan

oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru.’

19 M. Syarifuddin, "Asas Legalitas dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Menakar
Relevansi Hukum Formal dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat," Jurnal Hukum dan
Peradilan, Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 185.
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c. Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO
Keberadaan Gugus Tugas ini menjadi semakin krusial dalam memastikan
hak-hak korban terpenuhi.?’ Rujukan utama untuk hal ini adalah Peraturan
Presiden Nomor 49 Tahun 2023 (yang mengubah Perpres Nomor 69 Tahun 2008).
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 adalah regulasi yang mengatur
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perpres Nomor 49 tahun 2023 mengubah
arah kebijakan agar birokrasi tidak hanya sibuk dengan laporan kertas, tetapi
diukur dari hasil akhir (outcome). Tujuannya agar birokrasi menjadi lebih
ramping, lincah (agile), dan tidak tumpang tindih dalam memberikan layanan.
Apabila dikaitkan mengenai LPSK atau Kejaksaan:

1) Aspek Kelembagaan: Perpres ini menuntut setiap lembaga (termasuk penegak
hukum) untuk menyederhanakan struktur organisasi dan mempercepat
prosedur layanan (seperti pengajuan ganti rugi/restitusi) agar lebih efisien.

2) Akuntabilitas: Lembaga tidak hanya dinilai dari seberapa besar anggarannya,
tapi seberapa besar perannya dalam mendukung agenda nasional (seperti
perlindungan saksi/korban sebagai bagian dari supremasi hukum).

Optimalisasi perlindungan saksi dan korban saat ini tidak dapat
dilepaskan dari semangat Perpres Nomor 49 Tahun 2023 mengenai Reformasi
Birokrasi. Regulasi ini menuntut lembaga negara, termasuk LPSK dan Kejaksaan,

untuk beralih dari birokrasi yang bersifat prosedural menuju birokrasi yang

20 Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia: Analisis Kebijakan
Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama, 2021),
hlm. 89.
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berdampak nyata (impactful).?!

Sejalan dengan mandat KUHAP Baru, penguatan posisi kelembagaan
LPSK bukan sekadar tentang penambahan kewenangan, melainkan bentuk
implementasi birokrasi tematik dalam mendukung supremasi hukum.
Transformasi ini tidak hanya menjamin keamanan saksi dan korban secara fisik,
tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik bahwa negara hadir melalui
sistem peradilan yang efisien, transparan, dan berpihak pada keadilan bagi pihak
yang dirugikan.
a. Kepolisian (Penyidik)

Sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, Kepolisian
memiliki kewenangan krusial yang meliputi:

1) Penyelidikan dan Penyidikan: Melakukan serangkaian tindakan hukum untuk
mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai TPPO guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

2) Identifikasi Korban: Melakukan verifikasi awal secara proaktif untuk
membedakan antara pelaku kejahatan dengan korban yang harus dilindungi.

3) Perlindungan Awal (Safe House Sementara): Memberikan pengamanan
segera pasca-penyelamatan melalui rumah aman sementara untuk mencegah
intimidasi dari sindikat perdagangan orang sebelum korban diserahkan ke
lembaga perlindungan seperti LPSK atau Dinas Sosial.

b. Kejaksaan (Penuntut Umum)

2 Ahsan Yunus, Reformasi Hukum dan Kelembagaan Perlindungan Saksi dan Korban
di Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2024), him. §9.
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Kejaksaan bertindak sebagai pengendali perkara (Dominus Litis) dengan
fokus pada:

1) Penuntutan Perkara TPPO: Menyusun surat dakwaan yang tajam guna
memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai UU No. 21
Tahun 2007.

2) Pengajuan Restitusi bagi Korban: Berdasarkan amanat KUHAP Baru 2025,
Jaksa kini memiliki kewajiban lebih kuat untuk menghitung dan
mencantumkan nilai ganti kerugian (restitusi) dalam surat tuntutan.

c. Pengadilan (Yudikatif)
Pengadilan menjadi muara terakhir dalam pencarian keadilan bagi korban
melalui:

1) Mengadili Pelaku: Memeriksa dan memutus perkara secara objektif untuk
memberikan kepastian hukum.

2) Menetapkan Restitusi: Hakim wajib mencantumkan besaran restitusi dalam
amar putusan. Sesuai prinsip Dana Abadi dalam KUHAP 2025, jika pelaku
tidak mampu membayar, Pengadilan berperan dalam menetapkan mekanisme
kompensasi negara bagi korban.

3) Menjamin Hak Korban Selama Persidangan: Memastikan proses persidangan
bersifat sensitif korban, misalnya melalui penyediaan saksi ahli atau
penggunaan sarana elektronik agar korban tidak perlu bertatap muka langsung
dengan pelaku (konfrontasi) yang dapat memicu trauma ulang.

Dalam menjalankan fungsinya, LPSK tidak hanya memberikan

perlindungan fisik guna menjamin keselamatan jiwa dari ancaman atau intimidasi
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pihak luar, tetapi juga memberikan perlindungan hukum agar saksi dan korban
tidak dituntut balik secara pidana maupun perdata atas keterangan yang mereka
berikan.??

Selain aspek proteksi, LPSK memegang peranan sentral dalam aspek
pemulihan ekonomi melalui kewenangannya untuk mengelola kompensasi dan
restitusi. Dalam hal ini, LPSK bertindak sebagai verifikator atas nilai kerugian
yang diderita korban untuk kemudian diajukan kepada pengadilan, guna
memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi yang adil dan nyata dari pelaku
maupun negara.?® Tidak berhenti di situ, pemulihan mental korban juga menjadi
fokus utama melalui program pendampingan psikososial, yang bertujuan untuk
memulihkan trauma serta membantu korban agar dapat kembali berfungsi secara
sosial di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, peran LPSK sangat krusial dalam mewujudkan
pendekatan victim-centered justice atau keadilan yang berpusat pada korban.
Paradigma ini menggeser fokus penegakan hukum yang semula hanya bertujuan
menghukum pelaku, menjadi proses yang lebih inklusif dengan menempatkan
pemulihan martabat dan kesejahteraan korban sebagai indikator utama
keberhasilan keadilan hukum di Indonesia.?*

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan kelembagaan terutama yang

22 Abdul Haris Semendawai, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia,
(Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 78.

23 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual: Advokasi Atas Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Bandung:
Refika Aditama, 2011), hlm. 95.

24 Abdul Haris Semendawai, Hak Korban Kejahatan: Pemenuhan Hak Kompensasi dan
Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
2015), hlm. 45.
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berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban dapat dianalisis melalui kerangka
Magasid al-Shari‘ah (tujuan hukum Islam) dan konsep Wilayah (otoritas
kepemimpinan).?® Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Prinsip Tanggung Jawab Negara (Wilayah)

Negara, dalam kedudukannya sebagai Wali al-Amr (pemegang otoritas),
memegang mandat ketuhanan dan mandat publik untuk mewujudkan
kemaslahatan. Berdasarkan kaidah fukaha, "Tasarruf al-imam ‘ala al-ra‘iyyah
mantitun bi al-maslahah” (Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus
didasarkan pada kemaslahatan).?6 Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban
asasi yang meliputi:

1) Melindungi Jiwa (Hifz al-Nafs): Negara wajib menjamin keselamatan fisik
saksi dan korban dari segala bentuk ancaman atau kekerasan yang timbul
akibat proses hukum.

2) Melindungi Kehormatan (Hifz al- ‘Ird): Korban kejahatan, khususnya dalam
kasus perdagangan orang, seringkali mengalami degradasi martabat.

3) Melindungi Harta (Hifz al-Mal): Melalui mekanisme restitusi dan ganti rugi
(yang dalam Islam dikenal dengan konsep Diyat atau Arsy), negara wajib
memastikan bahwa kerugian materiel yang diderita korban dipulihkan oleh
pelaku atau melalui dukungan negara (Baitul Maal).”’

b. Kegagalan Koordinasi sebagai Pelanggaran Amanah

25 Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman tentang Reaktualisasi Hukum Islam,
(Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2012), hlm. 145.

26 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Islam: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 132.

27 Op.cit. 156
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Dalam tinjauan hukum Islam, koordinasi kelembagaan (seperti sinergi

antara Jaksa, LPSK, dan Gugus Tugas TPPO) bukan sekadar urusan administratif,

melainkan sebuah Amanah.

1y

2)

Pengabaian Hak: Jika ego sektoral atau tumpang tindih kewenangan
menyebabkan ganti rugi tidak terbayar atau korban tidak terlindungi, maka
hal tersebut dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (Zulm).?®

Akuntabilitas  Publik:  Kekuasaan adalah  titipan yang  harus
dipertanggungjawabkan (Masiliyyah). Kegagalan koordinasi yang
menghambat keadilan bagi korban berarti kegagalan menjalankan amanah
kekuasaan, yang dalam terminologi fikih siyasah dapat merusak legitimasi
kepemimpinan karena tidak mampu menghadirkan keadilan ( ‘Adalah).?

Dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan korban TPPO,

koordinasi antar-instansi (seperti sinergi antara Jaksa, LPSK, dan Gugus Tugas

daerah) bukan sekadar urusan administratif, melainkan manifestasi dari prinsip

Siyasah Syar ‘iyyah (kebijakan pemerintahan yang selaras dengan syariat).’® Hal

ini mencerminkan tiga pilar utama:

a. Upaya Mewujudkan Kemaslahatan Publik (Maslahah Mursalah)

Koordinasi yang efektif bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan yang

lvas (al-maslahah al-ammah). Ketika lembaga negara bekerja sama tanpa ego

sektoral, proses pemulihan hak korban terutama dalam hal restitusi dan rehabilitasi

28 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 189.

2 Ibid. him. 74.
30 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam

di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), him. 312.
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dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
b. Pencegahan Mafsadah (Kerusakan Sosial akibat TPPO)

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa "Dar 'ul mafasid mugaddamun 'ala
Jjalbil mashalih" (mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil
manfaat).?! Koordinasi instansi melalui fungsi pengawasan dan penindakan
merupakan benteng pertahanan untuk memutus rantai kejahatan sistemik ini,
sehingga dampak sosial yang lebih luas dapat dicegah sejak dini.
c. Pendekatan Kolektif (7a ‘awun ‘ala al-birr)

Prinsip ini berakar pada semangat "7a ‘awun ‘ala al-birr wa al-tagwa"
(tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa). Kerja sama kolektif antara
penegak hukum di tingkat pusat hingga Gugus Tugas di daerah adalah bentuk
nyata dari kolaborasi strategis untuk menegakkan keadilan dan melindungi pihak
yang lemah (mustadh'afin).

Apabila ditarik Kesimpulan, maka prinsip Maslahah dan Siyasah
Syar ‘iyyah dalam koordinasi antar-instansi merupakan fondasi kebijakan yang
menempatkan kesejahteraan manusia di atas prosedur birokrasi. Sinergi ini
mencerminkan upaya nyata untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui
pemulihan hak korban secara cepat. Secara preventif, kolaborasi ini berfungsi
sebagai instrumen pencegahan mafsadah guna meredam kerusakan sosial yang
diakibatkan oleh praktik perdagangan orang. Melalui pendekatan kolektif

(ta‘awun ‘ala al-birr), setiap elemen kelembagaan saling menguatkan untuk

31 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Islam: Konsep, Sejarah, dan Penerapannya di
Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 85.
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memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi

kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

Penerapan prinsip Keadilan Restoratif dalam hukum Islam bukan
sekadar konsep modern, melainkan akar dari sistem pemidanaan Islam yang
mengutamakan pemulihan hubungan sosial.’> Konsep ini secara mendalam
mencakup beberapa instrumen utama:

a. Konsep Diyat (Tebusan): Dalam syariat Islam, diyat merupakan bentuk
kompensasi finansial yang dibayarkan oleh pelaku atau keluarganya kepada
korban atau ahli warisnya.*3 Berbeda dengan hukuman murni (retributif), diyat
berfungsi sebagai instrumen pengganti sanksi fisik yang bertujuan untuk
meringankan beban penderitaan ekonomi korban tanpa menghilangkan esensi
pertanggungjawaban hukum.

b. Tanggung Jawab Pelaku terhadap Korban: Islam menekankan bahwa kesalahan
seorang hamba tidak hanya diselesaikan melalui pertobatan kepada Tuhan,
tetapi juga melalui rekonsiliasi dengan sesama manusia. Pelaku memikul
kewajiban moral dan hukum untuk mengakui kesalahannya dan memberikan
kompensasi yang layak sebagai penebusan dosa dan tanggung jawab sosial.

c. Pemulihan Hak Korban: Fokus utama hukum Islam dalam tindak pidana
tertentu bukanlah pada penderitaan pelaku (penjara), melainkan pada
kemaslahatan korban. Hak korban untuk memilih antara memaafkan, menuntut

qishash, atau menerima diyat menempatkan korban sebagai subjek utama

32 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penegakan Hukum dan
Keadilan Restoratif di Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2018), him. 112.

33 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana
dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 87.



158

dalam menentukan arah keadilan.?*

Namun, dalam tataran praktik hukum kontemporer, mekanisme restitusi
(pembayaran ganti rugi) sering kali menghadapi berbagai kendala yang
menyebabkannya tidak efektif. Beberapa hambatan tersebut meliputi:

a. Keterbatasan Ekonomi Pelaku: Banyak pelaku kejahatan tidak memiliki aset
yang cukup untuk membayar ganti rugi, sementara negara belum sepenuhnya
hadir sebagai penjamin.

b. Prosedur yang Rumit: Birokrasi penuntutan ganti rugi yang berbelit sering kali
membuat korban enggan memperjuangkan hak materielnya.

c. Lemahnya Eksekusi: Putusan hakim mengenai restitusi sering kali berhenti di
atas kertas tanpa adanya tindakan eksekusi yang nyata.

Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum belum sepenuhnya
mencerminkan nilai keadilan substantif, di mana keadilan tidak hanya dicapai
secara formal melalui pemenjaraan pelaku, tetapi juga secara nyata melalui
pemulihan kesejahteraan dan hak-hak korban sebagaimana yang dicita-citakan.

B. KONSEP SISTEM HUKUM DI INDONESIA

1. Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman

Friedman berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem
kerja yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan. Jika salah satu
komponen tidak berfungsi, maka sistem hukum tersebut tidak akan mencapai

tujuannya secara efektif.3

34 Ibid.
35 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 28.
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Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari

komponen struktur, substansi dan kultur®:

a. Struktur Hukum (Legal Structure), Komponen struktur yaitu kelembagaan yang
diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka
mendukung bekerjanya sistem tersebut.?’

1) Komponen: Pengadilan, kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan,
serta badan legislatif.

2) Fungsi: Menentukan bagaimana hukum itu dijalankan secara institusional.
Struktur ini ibarat "kerangka sebuah bangunan" atau "mesin" yang
menjalankan hukum.

b. Substansi Hukum (Legal Substance), Komponen substantif, yaitu sebagai output
dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang
digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.?®
1) Komponen: Undang-Undang (seperti KUHAP), Peraturan Pemerintah,

peraturan daerah, hingga hukum adat atau norma-norma yang berlaku.

2) Fungsi: Menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Substansi
adalah "buku panduan" atau "aturan main" dalam sistem tersebut.

c. Kultur Hukum (Legal Culture), Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai,
sikap-sikap, persepsi, custom, ways of doing, ways of thinking, opinion yang

mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai

36 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

37 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 63.

3 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana,
2009), hlm. 203.
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kultur hukum.*® Kultur hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan

antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

1) Komponen: Opini publik, kepatuhan masyarakat terhadap aturan, serta
kesadaran hukum.

2) Fungsi: Budaya hukum adalah "bahan bakar" atau energi yang membuat

mesin (struktur) dan aturan (substansi) bekerja.

SUBSTANSI HUKUM
PERATURAN/REGULASI
TERTULIS & TIDAK

TERTULIS

KULTUR HUKUM STRUKTUR HUKUM
NILAI-NILAI, CARA INSTITUSI PEMERINTAH,
PANDANG, DAN KEBIASAAN APARAT PENEGAK HUKUM
DALAM MASYARAKAT & PERADITLAN

Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan-
kelemahan dalam pelaksanaan regulasi terkait perlindungan korban TPPO.

Dalam konteks pemulihan korban jika kita kaitkan dengan teory Lawrence
M. Friedman mengenai ganti rugi bagi korban:

a. Secara Substansi: Kita sudah punya aturan (seperti KUHAP 2025 atau UU

TPPO).

39 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah,
(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 65.
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b. Secara Struktur: Kita memiliki Jaksa, Hakim, dan LPSK sebagai pelaksana.

c. Secara Budaya: Masalah sering muncul di sini. Jika aparat penegak hukum
masih memiliki budaya "menghukum pelaku adalah segalanya" dan
mengabaikan hak korban, maka substansi hukum yang mengatur restitusi tetap
tidak akan efektif di lapangan.

2. Karakteristik Sistem Hukum Indonesia (Civil Law System Dengan
Pengaruh Hukum Adat dan Hukum Islam)

Negara Indonesia menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa
Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama (khususnya hukum Islam) dan tidak
mengesampingkan sistem hukum Anglo-Saxon.*® Sistem hukum Indonesia tidak
hanya menonjolkan ciri-ciri lokal, tetapi juga terdapat prinsip-prinsip umum yang
dianut oleh masyarakat internasional.*!

Eksistensi sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh
tradisi civil law yang diwariskan oleh Belanda, yang menonjolkan supremasi
hukum tertulis sebagai pilar utama. Karakteristik kodifikasi hukum dalam sistem
ini bertujuan untuk menciptakan struktur hukum yang koheren dan komprehensif,
guna menjamin terpenuhinya standar kepastian hukum bagi subjek hukum. Dalam
kerangka ini, kewenangan hakim dibatasi secara ketat dalam koridor interpretasi
undang-undang (legisme), di mana fungsi yudisial adalah untuk menerapkan norma
yang telah dikonstruksikan oleh pembentuk undang-undang, bukan untuk

melahirkan norma baru. Hal ini menciptakan distingsi yang jelas antara fungsi

40 Irfan Rizky Hutomo, Tanggung Jawab PPAT dalam Proses Pendaftaran Tanah sebagai
Pelaksanaan Good and Clean Governance berbasis Nilai Keadilan, (Doctoral Thesis: Universitas
Islam Sultan Agung, 2019), halaman 21

41 Ibid, halaman 22
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legislasi dan fungsi ajudikasi, yang menjadi ciri khas pembeda antara sistem hukum
Indonesia dengan tradisi common law yang lebih menekankan pada prinsip stare
decisis.

Civil Law System dalam anatomi hukum Indonesia ditandai dengan
supremasi hukum tertulis yang terwujud melalui upaya kodifikasi hukum yang
komprehensif, sebagaimana terlihat pada eksistensi Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS).#

Namun, keunikan sistem ini di Indonesia juga tampak pada peran aktif
hakim melalui model pemeriksaan inkuisitorial. Hakim tidak hanya bertindak
sebagai arbiter yang bersifat formalistik, melainkan memiliki beban kewajiban
untuk melakukan investigasi hukum secara mendalam di persidangan guna
mewujudkan keadilan yang substantif.** Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
struktur formal hukum Indonesia bersifat kontinental, terdapat dinamika penegakan
hukum yang senantiasa mencari titik temu antara kepastian teks undang-undang
dengan fakta objektif di lapangan.

Indonesia mengakui berlakunya lebih dari satu sistem hukum dalam satu
wilayah negara:

a. Hukum Barat: Berlaku secara nasional untuk urusan publik dan sebagian privat
(perdata/dagang).
Kedudukan hukum Barat dalam ranah hukum publik Indonesia

menjalankan fungsi sebagai lex generalis yang memberikan kerangka operasional

42 Satjipto Rahardjo, /lmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), him. 230.
43 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan
Manusia dan Hukum, (Kompas: Jakarta, 2007), him. 82.
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bagi stabilitas negara. Melalui prinsip unifikasi, hukum Barat mengeliminasi
partikularisme guna menciptakan tata hukum yang koheren, terutama dalam
penegakan hukum pidana yang bersandar pada supremasi kodifikasi.

Karakteristik pluralisme hukum di Indonesia menempatkan hukum Barat
sebagai frame of reference utama dalam pengaturan urusan publik serta sektor-
sektor strategis dalam hukum privat, khususnya hukum perikatan dan hukum
korporasi.** Meskipun demikian, pemberlakuan hukum perdata Barat ini tidak
bersifat eksklusif, ia beroperasi secara berdampingan (co-existence) dengan sistem
hukum adat dan Islam, menciptakan sebuah kontinum hukum yang unik di mana
aspek-aspek komersial diatur oleh instrumen Barat, sedangkan aspek-aspek
personalitas sering kali tetap bersandar pada hukum religius dan tradisi lokal.*

b. Hukum Adat: Hukum tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan masyarakat
setempat. Masih diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Hukum adat merupakan salah satu pilar penting dalam pluralisme hukum
di Indonesia. Secara terminologi, hukum adat adalah sistem hukum yang tidak
tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh kesadaran hukum
masyarakat adat setempat.*®

Berbeda dengan hukum Barat (Civil Law) yang bersifat kaku dan tertulis,

hukum adat memiliki sifat-sifat unik:

4 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, cet. ke-8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.
215.

4 Satjipto Rahardjo, /lmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), him. 253.

46 Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 2006), hlm. 23.
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Karakter pengaruh hukum adat bersifat tidak tertulis, hidup dan
berkembang dalam masyarakat (/iving law) yang memberikan ruang bagi sanksi
adat dalam penyelesaian perkara tertentu, mengutamakan musyawarah dan
keseimbangan sosial, dan berorientasi komunal (bukan individualistik)

Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai sumber hukum material,
meskipun secara formal civi/ law tetap dominan.

c. Hukum Islam: Berlaku secara khusus bagi pemeluk agama Islam, terutama
dalam masalah keluarga (perkawinan, waris) dan ekonomi syariah.

Hukum Islam merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem
hukum pluralistik di Indonesia. Dalam konteks tata hukum nasional, hukum Islam
diposisikan sebagai hukum yang hidup (/iving law) yang telah terintegrasi ke dalam
berbagai peraturan perundang-undangan formal.*’

Hukum Islam memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum
Barat maupun hukum Adat:

1) Teosentris (Bersumber dari Wahyu): Landasan utamanya adalah Al-Qur'an dan
Sunnah (Hadis), yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad (penalaran
hukum) oleh para ulama.

2) Dimensi Ganda: Mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) dan

hubungan antarmanusia (muamalah).

47 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), him. 310.
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3) Keadilan Substansial: Menitikberatkan pada kemaslahatan umat (maslahah
mursalah) dan perlindungan terhadap lima hal pokok (agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta).

4) Moralitas dan Hukum: Tidak memisahkan secara tegas antara norma hukum
dan norma moral/etika.

Hukum Islam di Indonesia mengalami proses positivisasi, di mana nilai-
nilai syariat diserap ke dalam hukum negara agar memiliki kekuatan memaksa
(legal state power).*®

Karakter pengaruh hukum Islam dalam sistem civil law:

1) Berlaku personal (berdasarkan agama),

2) Terkodifikasi sebagian dalam peraturan nasional,

3) Dijalankan oleh lembaga peradilan khusus,

4) Mengintegrasikan nilai normatif syariah ke dalam sistem nasional.

Secara teoretis, sistem hukum Indonesia merepresentasikan pola integrasi
unik yang dapat dikarakteristikkan sebagai civil law system dengan watak
pluralistik.* Dalam model ini, struktur dan metodologi hukum nasional secara
konsisten mengadopsi tradisi Eropa Kontinental, namun substansinya secara
fundamental dijiwai oleh nilai-nilai lokal yang bersumber dari hukum adat.>® Lebih
lanjut, sistem ini secara dinamis mengakomodasi norma hukum Islam dalam

bidang-bidang hukum tertentu, sehingga membentuk sebuah tipologi yang dalam

48 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet. 6, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2013), hlm. 281.

4 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), hlm. 210.

50 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Critical Jurisprudence, (Kompas:
Jakarta, 2008), hlm. 72-75.
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diskursus akademik dikenal sebagai legal pluralism within a civil law framework.
Model integratif ini memungkinkan terjadinya harmonisasi antara kepastian hukum
formal dengan keadilan substansial yang hidup di tengah masyarakat majemuk.
Secara teoretis, sistem hukum Indonesia dapat dipahami sebagai civil/ law dengan
karakter pluralistik berbasis nilai sosial-religius.
Dalam perspektif teori sistem hukum (Lawrence Friedman):
1) Struktur hukum, mengikuti model civil law
2) Substansi hukum, dipengaruhi adat dan Islam
3) Budaya hukum, mencerminkan religiusitas dan kolektivitas masyarakat
Indonesia
Dengan demikian, Indonesia tidak menganut civil law yang murni seperti
di Prancis atau Belanda, melainkan civil law yang mengalami proses lokalisasi
(indigenization of law).>!
Dalam konteks disertasi ini tentang penanganan korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang, karakter pluralistik ini memiliki implikasi penting:
1) Pendekatan hukum formal (civil law) harus dipahami bersama konteks sosial
dan religius.
2) Perlindungan korban dapat diperkuat melalui nilai keadilan restoratif yang
sejalan dengan hukum adat.
3) Perspektif hukum Islam dapat memperkaya pendekatan perlindungan korban

berbasis maqasid al-syari ‘ah (perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta).

5! Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him.
125.
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3. Integrasi Nilai HAM dan Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum
Nasional.

Integrasi nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip keadilan sosial
dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan konsekuensi logis dari dasar
negara dan konstitusi.

a. Landasan Filosofis: Pancasila

Pancasila berkedudukan sebagai fundamen filosofis (rechtsidee) yang
mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial secara
teosentris maupun antropocentris.>?

Nilai HAM dan keadilan sosial berakar kuat pada Pancasila, khususnya:

1) Sila Kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," memberikan legitimasi
konstitusional terhadap pengakuan serta penghormatan harkat martabat
manusia,

2) Sila Kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," memberikan
mandat imperatif bagi distribusi kesejahteraan yang ekuitabel serta
perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

Konsekuensinya, konsepsi HAM dalam diskursus hukum Indonesia tidak
hanya diposisikan sebagai hak individualistis (individual rights) yang bersifat
atomistik, melainkan memiliki dimensi sosial dan kolektif yang inheren.>
Karakteristik unik ini membentuk sebuah model yang secara teoretis diidentifikasi

sebagai legal pluralism within a civil law framework, di mana kepastian hukum

2 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), hlm. 72.

53 Mohammad Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
hlm. 210.
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formal Barat berpadu dengan nilai-nilai etis-komunal yang bersumber dari
kristalisasi ideologi bangsa.
b. Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945
Secara yuridis-konstitusional, jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia
diatur dalam batang tubuh UUD NRI 1945.

1) Pasal 28A hingga 28] UUD NRI 1945, yang menjamin spektrum hak dasar
mulai dari hak atas eksistensi kehidupan, kebebasan transendental, hingga
proteksi atas keamanan dan kesejahteraan personal.

2) Pasal 33 yang memandatkan prinsip demokrasi ekonomi melalui penguasaan
negara atas cabang-cabang produksi strategis,

3) Pasal 34 yang meneguhkan kewajiban konstitusional negara dalam memelihara
fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Integrasi instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip keadilan sosial
di Indonesia telah bertransformasi ke dalam berbagai tingkatan peraturan
perundang-undangan nasional yang komprehensif.>* Manifestasi awal terlihat pada
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang
meletakkan fundamen bagi pengakuan, perlindungan, serta kewajiban negara dalam
pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Penguatan kerangka yuridis tersebut kemudian dipertegas melalui langkah

ratifikasi instrumen internasional, yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun

34 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, ed. rev., cet. 21 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 312.
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2005 mengenai Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang
mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan serta Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005 mengenai Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Implementasi integrasi hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam sistem
penegakan hukum di Indonesia termanifestasi melalui beberapa pilar strategis yang
mengarah pada keseimbangan perlindungan hukum. Hal ini terwujud dalam
pelembagaan sistem peradilan yang berkeadilan (fair trial) yang secara simultan
menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa tanpa menegasikan pemulihan hak bagi
korban. Selain itu, sistem ini memberikan atensi khusus melalui perlindungan
kelompok rentan mencakup perempuan, anak, penyandang disabilitas, korban
perdagangan orang, hingga masyarakat adat guna memastikan akses keadilan yang
inklusif.

Secara konseptual, integrasi ini bersandar pada prinsip Negara Hukum
(Rechtsstaat) yang mengamanatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang
kemudian dikonvergensikan dengan paradigma Negara Kesejahteraan (Welfare
State) di mana negara mengemban peran aktif dalam mengupayakan kesejahteraan
sosial.>

Dalam hal penanganan korban tindak pidana perdagangan orang maka
HAM bisa dilihat melalui:

1) HAM menjamin hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan kompensasi.

55 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Ed. 2, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), hlm. 142-145.
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2) Prinsip keadilan sosial menuntut negara untuk tidak hanya menghukum pelaku,
tetapi juga memulihkan martabat korban dan memperbaiki ketimpangan sosial
yang menjadi akar kejahatan.

Dengan demikian, integrasi HAM dan keadilan sosial membentuk
paradigma hukum yang berorientasi pada manusia (human-centered law), responsif
terhadap ketidakadilan struktural, dan mengedepankan perlindungan terhadap
kelompok rentan.

C. MEKANISME PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM PROSES
PERADILAN
1. Tahap Penyidikan

Perlindungan hukum yang diberikan pada korban atau saksi dapat
diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan
di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat
keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.>®

Mekanisme perlindungan korban dalam tahap penyidikan bertumpu pada
beberapa regulasi utama:

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014

c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

6 HS. Brahmana, Hukum Acara Pidana (Criminal Procedure Law), Andy Oetama,
Medan, 2016, him. 11
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d. KUHAP dan peraturan pelaksana lainnya.

Secara normatif, korban TPPO diposisikan bukan sekadar alat bukti,
melainkan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan.®’

Mekanisme Perlindungan Hak Korban pada Tahap Penyidikan:
a. Identifikasi dan Penetapan Status Korban

Dalam tahap ini, penyidik memegang kewajiban untuk mengidentifikasi
korban secara tepat guna mencegah terjadinya kriminalisasi bagi mereka yang
terdampak.>® Pelaksanaan tugas ini harus mengedepankan pendekatan yang sensitif
terhadap gender serta berorientasi pada pemulihan trauma (trauma-informed
approach), terutama dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
b. Hak atas Perlindungan Fisik dan Keamanan

Setiap korban memiliki hak atas perlindungan fisik dan keamanan yang
mencakup perlindungan dari ancaman pelaku, penempatan di rumah aman (shelter),
serta pemberian pengamanan khusus sesuai dengan kebutuhan.>® Pemenuhan hak
ini dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang
memiliki kewenangan penuh untuk memberikan perlindungan fisik, layanan
pengawalan.
c. Hak atas Pendampingan Hukum dan Psikologis

Pada tahap penyidikan, korban memiliki hak konstitusional untuk

mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis yang komprehensif, yang

57 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan: Antara Prosedur dan Realitas, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 72.

8 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010),
hlm. 88.

% Romli Atmasasmita, Peradilan Pidana Kontemporer: Menuju Visi dan Misi
Pembaruan Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 156.
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mencakup pendampingan oleh advokat, psikolog atau psikiater, serta pendamping
sosial.®?
d. Pemeriksaan yang Berperspektif Korban

Kewajiban yuridis bagi penyidik mencakup implementasi pemeriksaan
secara tertutup guna menjaga privasi serta martabat korban, yang dibarengi dengan
komitmen untuk menghindari tendensi pertanyaan yang bersifat menyudutkan
(hostile questioning) maupun tindakan yang menyalahkan korban (victim blaming).
Secara prosedural, efisiensi pemeriksaan menjadi krusial melalui penghindaran
pengulangan keterangan yang tidak relevan, yang secara substansial bertujuan
untuk menjaga integritas psikologis korban.
e. Hak atas Informasi Perkembangan Perkara

Hak atas informasi mengenai perkembangan perkara merupakan
penerapan nyata dari prinsip keadilan prosedural (procedural justice) yang
menempatkan korban sebagai subjek aktif dalam sistem peradilan pidana. Dalam
implementasinya, korban memiliki hak konstitusional untuk memperoleh
transparansi informasi yang mencakup progres penyidikan, status penahanan
maupun pembebasan pelaku, hingga informasi komprehensif mengenai prosedur
pengajuan hak restitusi dan kompensasi.®!
f. Hak atas Restitusi Sejak Tahap Penyidikan

Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Pengertian kompensasi yaitu

kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti

0 Muladi, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Refika
Aditama, 2002), him. 72.

! Mudzakkir, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2016), hlm. 154.
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kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu
ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau
pihak ketiga.

Menurut Stephen Schafer seperti yang dikutip oleh Dikdik M. Arief dan
Elisatris Gultom dalam bukunya Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, terdapat
4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korbankejahatan,
yaitu antara lain:

1) Gantirugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem
ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.

2) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan
melalui proses pidana.

4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan
didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Kompensasi tetap
merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau
menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.®?

g. Koordinasi Antar Lembaga

Implementasi mekanisme perlindungan bagi saksi dan/atau korban pada

fase penyidikan meniscayakan adanya sinergisitas kelembagaan yang bersifat

interdependen. Pola koordinasi ini melibatkan artikulasi peran strategis antara

2 Dikdik M.Arief Mansyur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 48
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institusi Kepolisian dan Kejaksaan sebagai poros penegakan hukum, yang

diintegrasikan dengan fungsi perlindungan spesifik dari Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban (LPSK), serta dukungan rehabilitatif dari Dinas Sosial, P2TP2A,

dan institusi layanan kesehatan/rumah sakit.

Dalam kerangka teoretis penelitian ini, mekanisme perlindungan dan
pendampingan korban dianalisis melalui tiga poros pemikiran utama yang saling
beririsan.

a. Pertama, melalui perspektif Viktimologi, dilakukan reposisi terhadap kedudukan
korban agar tidak lagi sekadar menjadi objek pembuktian dalam proses peradilan
pidana (object of criminal proceedings), melainkan diakui sebagai subjek hukum
yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dipulihkan.

b. Kedua, tinjauan dari aspek Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perlindungan
terhadap korban merupakan manifestasi dari state obligation to protect, di mana
negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keamanan dan
keadilan bagi setiap warga negaranya.

c. Ketiga, analisis ini diperkuat dengan landasan Magdasid al-Syari‘ah, yang
memandang perlindungan korban sebagai upaya nyata dalam menjaga
kemaslahatan dharuriyyat, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs),
martabat atau kehormatan (%ifz al- ‘ird), serta hak kebendaan (hifz al-mal).

Melalui integrasi ketiga teori tersebut, mekanisme pendampingan hukum
dan psikologis bagi korban tidak lagi dipandang sebagai sekadar prosedur teknis,
melainkan sebuah keharusan filosofis dan yuridis dalam sistem hukum yang

berkeadilan.
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Implementasi perlindungan korban masih menghadapi hambatan
struktural dan kultural yang signifikan sehingga menciptakan diskoneksi antara
norma hukum dengan realitas lapangan. Fenomena ini ditengarai oleh masih
minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai urgensi pendekatan
berbasis korban (victim-oriented approach), yang kemudian diperparah oleh
keterbatasan sarana pendukung seperti fasilitas rumah aman (shelfer). Selain itu,
belum optimalnya koordinasi interinstitusional antarlembaga terkait
mengakibatkan mekanisme perlindungan menjadi terfragmentasi.

2. Tahap Penuntutan
Secara normatif, mekanisme penuntutan bertumpu pada:
a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014
c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
d. Kejaksaan Republik Indonesia
Mekanisme Perlindungan Hak Korban oleh Jaksa Penuntut Umum:
a. Perlindungan Fisik dan Psikologis

Pada fase penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peranan
sentral sebagai dominus litis yang tidak hanya berfokus pada pembuktian tindak
pidana, tetapi juga pada manifestasi perlindungan fisik dan psikologis korban
melalui koordinasi strategis dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK). Sinergitas ini diimplementasikan melalui serangkaian tindakan preventif

dan mitigatif, meliputi pengajuan permohonan perlindungan formal, sterilisasi
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identitas korban guna menjamin keamanan privasi, hingga penerapan metode
pemeriksaan khusus seperti pemeriksaan tanpa tatap muka (confrontation) untuk
meminimalisir tekanan mental.

Dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), urgensi
penyediaan pendampingan psikologis menjadi absolut mengingat adanya
kompleksitas trauma, ancaman intimidasi yang persisten, serta relasi kuasa berupa
ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.®?

b. Pengakomodasian Hak Restitusi

Eksistensi Undang-Undang TPPO membawa transformasi sistem
peradilan pidana Indonesia melalui kodifikasi kewajiban jaksa penuntut umum
untuk mengintegrasikan tuntutan restitusi secara eksplisit dalam surat tuntutan.
Secara doktrinal, mekanisme ini mewajibkan negara melalui aparat penegak hukum
untuk melakukan kalkulasi komprehensif terhadap kerugian yang diderita korban,
yang mencakup kompensasi atas kehilangan penghasilan, biaya rehabilitasi medis,
penderitaan psikologis, hingga kerugian sistemik akibat eksploitasi.®*

Penempatan restitusi sebagai bagian integral dalam amar putusan hakim
bukan sekadar upaya pemulihan ekonomi, melainkan manifestasi nyata dari
pergeseran paradigma menuju pendekatan restorative justice.%

c. Hak atas Informasi dan Partisipasi

3 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam: Pengantar, Tata Terib, dan Tindak
Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 210.

% Abdul Gani Abdullah, Pengantar Hukum Pidana Islam dan Rekonstruksi Hukum
Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 112.

% Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 215.



177

Pemenuhan hak atas informasi dan partisipasi bagi korban dalam sistem
peradilan pidana merupakan manifestasi krusial dari implementasi prinsip access
to justice yang berbasis pada pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM).%® Dalam
dimensi prosedural, transparansi tersebut mewajibkan negara untuk menjamin hak
korban dalam memonitor perkembangan proses penuntutan, mendapatkan
pemberitahuan jadwal persidangan secara patut, hingga memperoleh salinan
putusan sebagai dasar kepastian hukum.

Lebih jauh lagi, hak partisipasi ini memberikan ruang bagi korban untuk
mengartikulasikan kepentingannya, khususnya dalam menyampaikan pendapat
terkait tuntutan restitusi guna memulihkan kerugian (restorative justice) yang
dialami.5’

d. Pencegahan Reviktimisasi dalam Persidangan

Dalam kerangka perlindungan saksi dan korban, Jaksa Penuntut Umum
memegang peran strategis sebagai dominus litis untuk mengupayakan pencegahan
reviktimisasi selama proses persidangan berlangsung.® Manifestasi peran ini
diwujudkan melalui kontrol ketat terhadap jalannya pembuktian, yakni dengan
menghindari pengajuan pertanyaan yang bersifat menyudutkan (victim blaming)
serta secara tegas menginterupsi segala bentuk upaya pembelaan yang berpotensi

merendahkan martabat kemanusiaan korban.

% Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), hlm. 243.
7 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta:
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2020), hlm. §9.
% Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ed. Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), him. 124.
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Lebih lanjut, jaksa berkewajiban secara prosedural untuk mengajukan
mekanisme persidangan tertutup khususnya pada perkara kesusilaan dan eksploitasi
seksual serta mengoptimalkan penggunaan alat bukti alternatif guna meminimalisir
frekuensi kehadiran korban yang dapat memicu trauma berulang.®® Secara filosofis,
diskresi penegakan hukum ini selaras dengan prinsip Magasid al-Shari'ah,
khususnya dalam aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-‘ird
(perlindungan kehormatan), yang menempatkan perlindungan terhadap martabat
manusia sebagai fondasi utama dalam sistem keadilan.

Dalam sinergi kelembagaan dalam tahap penuntutan, mekanisme
perlindungan terhadap korban tidak lagi dipandang sebagai entitas yang berdiri
sendiri, melainkan manifestasi dari sebuah orkestrasi kebijakan kriminal yang
bersifat nonsistematik dan lintas sektoral. Efektivitas pemenuhan hak korban pada
tahapan ini sangat bergantung pada derajat koordinasi strategis antara institusi
penegak hukum yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK) dengan instansi penunjang kesejahteraan sosial seperti Dinas
Sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD
P2TP2A), serta berbagai lembaga rehabilitasi.

Sinergi interinstitusional ini menjadi prasyarat mutlak guna
mentransformasi paradigma penegakan hukum dari yang semula bersifat kaku dan
berorientasi pada keadilan retributif (punishment-oriented), menuju pada

pencapaian keadilan restoratif dan rehabilitatif yang lebih komprehensif.

% Lilik Mulyadi, Kompensasi dan Restitusi Korban Tindak Pidana: Perlindungan Korban
dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Alumni, 2007), him. 84.
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Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, perlindungan
terhadap korban kejahatan merupakan manifestasi fundamental dari doktrin
magqasid al-syart ‘ah (tujuan hukum Islam), khususnya dalam upaya menjaga jiwa
(hifz al-nafs) dan martabat manusia. Dalam kerangka ini, negara memikul
kewajiban teologis sekaligus yuridis untuk menjamin tegaknya keadilan serta
pemulihan hak-hak korban secara komprehensif.

Implementasi prinsip al-‘adl (keadilan) yang berkelindan dengan
semangat al-rahmah (perlindungan berbasis kemanusiaan) menegaskan reposisi
korban dalam sistem peradilan; korban tidak lagi sekadar ditempatkan sebagai alat
pembuktian materiil (objek), melainkan sebagai subjek hukum yang martabatnya
harus dipulihkan.

Secara substansial, konsep diyat (tebusan) dan mekanisme ganti rugi
dalam khazanah fikih jinayah memiliki korelasi fungsional yang kuat dengan
mekanisme restitusi modern, di mana orientasi hukum tidak hanya terpaku pada
penghukuman pelaku (retributive justice), tetapi juga pada pemulihan hak-hak
keperdataan dan psikis korban (restorative justice).”

Secara konseptual, mekanisme perlindungan hak korban dalam tindak
pidana perdagangan orang (TPPO) pada fase penuntutan harus dimaknai sebagai
entitas perlindungan yang bersifat multidimensional dan terintegrasi.”! Hal ini
mencakup perlindungan prosedural guna menjamin aspek keamanan serta

partisipasi aktif korban dalam proses peradilan, yang berkelindan dengan

70 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafiiyah,
2003), hlm. 87.
"L Lilik Mulyadi, Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO):
Teori, Kebijakan, dan Praktik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Alumni, 2018), him. 145.
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perlindungan substantif melalui instrumen restitusi dan upaya pemulihan hak
(rehabilitative rights). Lebih jauh lagi, integrasi perlindungan psikososial menjadi
imperatif dalam memitigasi trauma korban, yang secara filosofis merupakan
manifestasi dari derivasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip magasid
al-syari‘ah dalam bingkai perlindungan jiwa (kifz al-nafs) serta kehormatan (hifz
al-'ird).
3. Tahap Persidangan

Secara normatif, mekanisme persidangan bertumpu pada:
a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Eksistensi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut
prinsip due process of law secara tradisional menempatkan korban dalam posisi
ambivalen sebagai saksi korban (victim-witness).”> Namun, dalam konteks tindak
pidana perdagangan orang (TPPO), kedudukan korban mengalami redefinisi yang
lebih substantif dan spesifik. Posisi sentral korban dalam TPPO berakar pada
statusnya sebagai subjek yang mengalami eksploitasi secara langsung, di mana
kesaksian yang diberikan bukan sekadar pelengkap formalitas, melainkan alat bukti

utama (prime evidence) yang menentukan konstruksi kejahatan.

2 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan: Analisis Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2007), hlm. 45.
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Melalui kerangka Undang-Undang TPPO, terjadi penguatan kedudukan
hukum yang transformatif, korban tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek
pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren atas
restitusi dan pemulihan komprehensif.

Bentuk Perlindungan Hak Korban pada Tahap Persidangan:

a. Perlindungan Keamanan dan Kerahasiaan Identitas

Urgensi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) didasarkan pada tingginya risiko intimidasi serta
ancaman sistemik yang berasal dari sindikat atau jaringan pelaku yang
terorganisir.”> Guna memitigasi risiko tersebut dan menjamin objektifitas proses
peradilan, instrumen hukum memberikan ruang bagi perlindungan identitas korban
melalui mekanisme perahasiaan data pribadi serta efektivitas pemberian keterangan
yang dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka langsung dengan terdakwa.

Secara prosedural, dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan anak atau
eksploitasi seksual, majelis hakim memiliki kewenangan konstitusional untuk
menyatakan persidangan tertutup untuk umum demi menjaga martabat dan
integritas psikis korban.”

Seluruh rangkaian perlindungan teknis dan pengamanan ini difasilitasi

secara koordinatif oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai

73 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010),
hlm. 89.

74 M. Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai
Nikah Sirih, Dari Bias Tradisi Sampai Rekonstruksi Tafsir, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm.
342.
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bentuk manifestasi kehadiran negara dalam mencegah terjadinya reviktimisasi
dalam proses penegakan hukum pidana.
b. Pemeriksaan dengan Pendekatan Khusus (Non-Reviktimisasi)

Urgensi transformasi praktik peradilan modern saat ini menuntut
pengadopsian metode pemeriksaan dengan pendekatan khusus yang berorientasi
pada prinsip non-reviktimisasi, guna memitigasi risiko trauma sekunder bagi
korban dalam proses litigasi.”> Implementasi doktrin ini dimanifestasikan melalui
pembatasan otoritas hakim dalam mengajukan pertanyaan yang bersifat eksploitatif
atau merendahkan martabat kemanusiaan (human dignity), serta penguatan hak
korban atas pendampingan yang bersifat multidisipliner, baik melalui penasihat
hukum maupun tenaga psikologis profesional.

Secara teknis, optimalisasi sarana teleconference atau pemeriksaan jarak
jauh menjadi instrumen krusial untuk menciptakan ruang sidang yang aman dan
kondusif. Perspektif ini sejatinya memiliki akar filosofis yang kuat dalam khazanah
hukum Islam, yang selaras dengan prinsip Magasid al-Shari’ah, khususnya dalam
koridor hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al- ‘irdh (perlindungan martabat),
sebagai bentuk proteksi holistik terhadap eksistensi manusia dalam sistem
penegakan hukum.

c. Hak atas Pendampingan
Pemenuhan hak atas pendampingan bagi korban merupakan manifestasi

dari perlindungan hak asasi manusia yang bersifat multidimensional dalam sistem

75 Mudzakkir, Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 2011), him. 84.
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peradilan pidana.’® Hak ini mencakup aksesibilitas terhadap pendampingan hukum
oleh advokat, dukungan psikologis dari psikolog atau psikiater, serta asistensi sosial
dari pekerja sosial profesional.

Secara esensial, kehadiran tim pendamping yang bersifat interdisipliner ini
berfungsi sebagai instrumen perlindungan struktural untuk menjaga stabilitas
emosional dan integritas psikis korban di tengah tekanan proses litigasi. Lebih jauh
lagi, pendampingan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak atas
informasi (right to information), guna memastikan korban memiliki pemahaman
komprehensif terhadap alur serta konsekuensi yuridis dari setiap tahapan proses
hukum yang dijalani, sehingga meminimalisir risiko terjadinya alienasi hukum bagi
korban.

d. Hak atas Restitusi

Eksistensi hak atas restitusi dalam kerangka hukum tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) merupakan manifestasi dari pergeseran paradigma
keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang berpusat pada korban (victim-
centered approach).”’

Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hakim memiliki kewajiban
eksis (obligator) untuk mencantumkan penetapan restitusi dalam amar putusan

sebagai kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban,

76 Muladi, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Bandung:
Refika Aditama, 2002), hlm. 84.

7 Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO): Teori, Hukum Positif, dan Praktik Peradilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2015), hlm. 142.
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termasuk di dalamnya mencakup seluruh biaya perawatan medis dan pemulihan
psikologis.”®

Dalam diskursus hukum pidana kontemporer, restitusi tidak sekadar
dimaknai sebagai sanksi tambahan bagi pelaku, melainkan berfungsi sebagai
instrumen yuridis konkret dalam tahap persidangan untuk menjamin pemulihan
hak-hak dasar korban secara utuh dan berkeadilan.”
e. Hak atas Informasi Perkembangan Perkara

Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana menuntut
adanya pemenuhan hak atas informasi perkembangan perkara bagi korban guna
mencegah terjadinya pengabaian peran korban (marginalization of the victim).°
Hak ini mencakup akses informasi yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan,
meliputi pemberitahuan jadwal persidangan secara patut, kejelasan status hukum
terdakwa, substansi amar putusan pengadilan, hingga langkah-langkah upaya
hukum yang ditempuh dalam proses litigasi.

Secara teoretis, transparansi informasi ini merupakan prasyarat mutlak
untuk memastikan bahwa korban tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek atau

saksi mahkota, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan

langsung terhadap akses keadilan (access to justice).’!

8 Faisal Santiago, Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 84.

7 Andi Hamzah, Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2018), him. 84.

80 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ed. Revisi (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), hlm. 128.

81 Muladi, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Bandung:
Refika Aditama, 2005), hlm. 89.
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Peran multilateral lembaga penegak hukum dalam perlindungan korban
terhadap implementasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana
meniscayakan adanya sinergitas peran antara Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK), Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim sebagai pilar utama victim-
oriented justice. LPSK memegang mandat fundamental dalam menyediakan
perlindungan fisik, bantuan medis, serta dukungan psikologis, sekaligus bertindak
sebagai fasilitator dalam pemenuhan hak restitusi korban.

Secara paralel, dalam perspektif viktimologi modern, Jaksa Penuntut
Umum tidak lagi sekadar representasi kepentingan negara (pro-justitia), melainkan
memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengartikulasikan kepentingan
korban, termasuk mengintegrasikan tuntutan restitusi ke dalam surat tuntutannya.??
Eksistensi perlindungan tersebut kemudian bermuara pada otoritas Hakim yang
memiliki diskresi yudisial untuk memitigasi trauma korban melalui penetapan
persidangan tertutup, melakukan kontrol ketat terhadap proses pemeriksaan yang
berpotensi merendahkan martabat korban (anti-humiliating interrogation), serta
menjamin keadilan substantif melalui putusan restitusi yang berkekuatan hukum
tetap.

Perspektif hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap korban
dalam proses peradilan pada posisi sentral melalui doktrin pemuliaan martabat
manusia (karamah al-insan).

Secara aksiologis, perlindungan ini berakar pada prinsip magdasid al-

syari‘ah yang mengamanatkan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs),

82 Op.cit., hlm 121
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kehormatan (hifz al-‘irdh), dan harta benda (hifz al-mal) sebagai pilar utama
kemaslahatan.®} Dalam koridor hukum publik dan privat Islam, hak korban untuk
memperoleh restitusi atau ganti rugi terejawantah melalui konsep dhaman
(tanggung jawab penggantian kerugian) yang menuntut pemulihan hakiki atas
penderitaan korban.?*

Relevansi keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum terhadap
eksplorasi di daerah-daerah Indonesia mengungkap adanya diskoneksi antara
norma hukum positif dengan realitas perlindungan korban, yang ditandai oleh
minimnya kompetensi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan
pendekatan sensitif korban (victim-sensitive approach).

Fenomena ini berimplikasi pada tidak optimalnya pemenuhan hak restitusi
serta tingginya resistensi korban untuk terlibat dalam proses peradilan akibat
trauma mendalam dan tekanan sosiokultural yang represif.®> Guna mengatasi
dekadensi tersebut, diperlukan sebuah reorientasi hukum melalui integrasi sistemik
antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif berbasis nilai
Islam yang hidup di masyarakat.

Pendekatan ini menggeser paradigma dari sekadar pemidanaan retributif
yang kaku menuju pemulihan kedudukan korban (restorative justice), sehingga
hukum tidak hanya hadir sebagai instrumen penghukuman, tetapi sebagai sarana

rehabilitasi kemanusiaan.

8 M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin Metode Studi Islam
dalam Era Kontemporer, (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), him. 142.
8 Mardani, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.
194.
8 Mahrus Ali, Hukum Pidana Islam: Kontemporer dan Viktimologi, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2021), hlm. 142.
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4. Tahap pasca putusan (restitusi, rehabilitasi, reintegrasi sosial)

Tahap ini secara normatif bertumpu pada Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 13
Tahun 2006), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

a. Restitusi (Pemulihan Kerugian Materiil dan Imateriil)

Secara normatif, Pasal 48 hingga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
memberikan landasan imperatif mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi
yang bersifat restitutio in integrum. Cakupan kompensasi ini tidak terbatas pada
kerugian materiil berupa kehilangan kekayaan atau penghasilan, namun juga
meluas pada dimensi immateriil yang mencakup penderitaan fisik dan psikis.

Lebih lanjut, regulasi tersebut menegaskan kewajiban pemulihan melalui
pembiayaan perawatan medis dan psikologis, serta kompensasi atas segala bentuk
kerugian penyerta lainnya yang timbul sebagai konsekuensi langsung dari tindak
pidana tersebut, guna memastikan perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan
martabat korban.

Restitusi adalah bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk
mendapatkan pembayaran ganti kerugian materiil atau immateriil yang dibebankan
kepada pelaku akibat tindak pidana perdaganganorang.®® Menurut Stephen Schafer
“Kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan

dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggungjawaban

86 Romli, Lili. Hak Restitusi Korban Tindak Pidana. Pustaka Reka Cipta, Bandung.,
2018, hlm. 172
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masyarakat/negara, sedangkan restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan
pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau
merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana”®’

Mekanisme pelaksanaan restitusi dalam sistem peradilan pidana
membutuhkan adanya koordinasi kelembagaan yang terintegrasi, di mana
permohonan kompensasi kerugian oleh korban diartikulasikan melalui peran aktif
Jaksa Penuntut Umum atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).%8
Secara adjudikasi, kepastian hukum atas hak korban tersebut dimanifestasikan
melalui pencantuman perintah pembayaran restitusi secara eksplisit di dalam amar
putusan hakim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemidanaan.®

Apabila dalam tahap eksekusi terpidana tidak menunjukkan iktikad baik
untuk melakukan pembayaran secara sukarela, maka Jaksa selaku eksekutor
(executorisch kracht) memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan
tindakan eksekusi paksa. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa pemulihan
hak korban tidak sekadar berhenti pada tatapan normatif putusan, melainkan
terealisasi secara faktual sebagai bentuk tanggung jawab hukum pelaku.

Pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan korban perdagangan orang
belumlah efektif, hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih

87 Rena Yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha llmu, Bandung,
2010, him. 40-41

8 Abdul Haris Semendawai, dkk., Memahami Pemulihan Bagi Korban Kejahatan:
Reintegrasi Sosial, Restitusi, dan Kompensasi, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK), 2011), hlm. 85.

8 Angkasa, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Purwokerto: Swara
Unsoed Press, 2020), him. 94.
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menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak yang berwenang dapat
memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu
para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan
ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena
ketidaksanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan
pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan.

Sementara menurut Undang- Undang Nomor 21 Nomor 2007, pengganti
pidana ganti rugi restitusi terhadap korban perdagangan orang hanya digantikan
dengan pidana kurungan 1 tahun.’® Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh
korban perdagangan orang juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama,
belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian
bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.”!

Dalam dimensi sosiologi hukum di Indonesia, implementasi hak restitusi
bagi korban menghadapi hambatan struktural dan substansial yang bersifat
multidimensional. Pertama, terdapat problematika pada aspek kapasitas ekonomi
terpidana (insolvency of the offender) yang menyebabkan putusan restitusi sering
kali bersifat ilusif karena ketiadaan aset yang dapat dieksekusi.”> Kondisi ini

diperparah oleh ketiadaan mekanisme penyitaan aset yang komprehensif dan efektif

%0 Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime
Investigation on Property, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018, hlm. 555-556.

%l C.Kamea dan Herlien, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan
Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Lex Crimen, V, No. 2, 2016, hlm. 126-32

92 Angkasa, Viktimologi: Perlindungan Korban dan Hak-Hak Korban dalam Sistem
Peradilan Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), him. 142
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dalam sistem hukum acara, sehingga pemulihan kerugian korban tidak memiliki
jaminan kepastian.

Selain itu, hambatan non-teknis muncul dari sisi subjek hukum, yakni
rendahnya literasi hukum korban terhadap hak-hak restitusi yang mereka miliki,
yang pada akhirnya mengakibatkan hak pemulihan tersebut tidak terakomodasi
secara optimal dalam proses litigasi.®> Sinkronisasi antara ketidakmampuan
ekonomi pelaku, kelemahan instrumen penyitaan, dan minimnya pemahaman
korban ini menciptakan kesenjangan antara norma das Sollen dengan realitas das
Sein di lapangan.

Eksistensi restitusi dalam konteks hukum Islam menemukan landasan
filosofisnya  pada  doktrin  al-dhaman  (kompensasi) dan  al-jabr
(reparasi/pemulihan), yang secara fundamental merefleksikan manifestasi keadilan
restoratif melalui mekanisme is/ah.** Prinsip ini menggeser orientasi pemidanaan
dari sekadar pembalasan bersifat retributif (punitive) menuju pada upaya
rekonsiliasi yang menitikberatkan pada pemulihan kedudukan serta hak-hak korban
(victim-oriented).

b. Rehabilitasi (Pemulihan Fisik, Psikis, dan Sosial)

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan trauma korban. Rehabilitasi bagi

korban merupakan manifestasi dari upaya pemulihan kedudukan hukum dan

kemanusiaan (restitutio in integrum) yang bertujuan mengembalikan fungsi

9 Lilik Mulyadi, Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia: Kajian Viktimologi Kontemporer, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2021), him. 142.

%4 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia: Menggali Akar Keadilan
dan Kedamaian, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020), him. 112.
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personal serta sosial korban.”> Dalam perspektif hukum yang komprehensif, proses
rehabilitasi ini tidak hanya terbatas pada intervensi medis, namun juga mencakup
penguatan melalui konseling psikologis, pendampingan hukum yang ajek, hingga
aspek pemulihan spiritual untuk menyembuhkan trauma eksistensial korban.”¢

Implementasi rehabilitasi ini dilakukan melalui pendekatan kelembagaan
yang multidisipliner, di mana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK), Dinas Sosial, serta Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC)
menjadi pilar utama. Sinergitas antarlembaga tersebut menjadi prasyarat mutlak
guna memastikan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat parsial, melainkan mampu
mendorong reintegrasi korban ke dalam kehidupan masyarakat secara bermartabat
dan bebas dari stigma.

Karakteristik rehabilitasi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO) memiliki distingsi yang mendasar dibandingkan tindak pidana lainnya,
mengingat kompleksitas dampak yang ditimbulkan oleh praktik eksploitasi seksual

maupun kerja paksa.’’

Korban TPPO secara tipikal mengalami degradasi
kemanusiaan yang berujung pada trauma psikologis berat dan stigmatisasi sosial
yang persisten dalam struktur masyarakat.

Kondisi ini menuntut sebuah model rehabilitasi yang tidak sekadar bersifat

kuratif jangka pendek, melainkan harus bertransformasi menjadi intervensi yang

bersifat jangka panjang dan multidisipliner. Pendekatan tersebut sangat krusial

9 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan, (Jakarta: Akademika
Pressindo, 2004), hlm. 45.
% Mudzakkir, Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Islam dan Hukum Positif,
(Jakarta: Publikasi Lembaga Kajian Hukum dan Islam FH UI, 2011), hlm. 184.
7 Rr. Rina Antasari, “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif
Global dan Islam,” Kafa ah: Journal of Gender Studies, Vol. 5, No. 1 (2015), hlm. 61.
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untuk memastikan proses pemulihan martabat (restitution of dignity) dan reintegrasi
sosial korban dapat berjalan efektif, sekaligus meminimalisir risiko reviktimisasi
yang kerap muncul akibat rapuhnya perlindungan psikis dan sosial pasca-kejadian.

Dalam perspektif Magqasid al-Syari‘ah, upaya rehabilitasi bagi korban
bukan sekadar prosedur teknis-medis, melainkan perwujudan nyata dari
perlindungan terhadap elemen-elemen fundamental kemanusiaan (al-daririyyat al-
khamsah).”® Secara aksiologis, rehabilitasi merupakan instrumen hukum yang
bertujuan untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs), memulihkan akal serta kondisi psikis
(hifz al-‘agl), dan mengembalikan martabat atau kehormatan diri (hifz al- ‘ird).”

c. Reintegrasi Sosial (Pemulihan Status dan Peran Sosial)

Reintegrasi adalah proses mengembalikan korban ke dalam keluarga dan
masyarakat secara aman dan bermartabat.!%

Reintegrasi sosial merupakan sebuah proses yang berorientasi pada
pemulihan serta pengembalian posisi korban ke dalam ekosistem keluarga dan
struktur masyarakat secara aman, emansipatif, dan bermartabat.!’! Secara
konseptual, reintegrasi tidak sekadar dimaknai sebagai upaya fisik untuk
memulangkan korban, melainkan sebuah mekanisme restorasi status sosial dan

peran fungsional yang sempat terdisrupsi akibat peristiwa hukum yang dialami.!??

%8 M. Anwar Ibrahim, Penerapan Magashid al-Syari’ah dalam Hukum Pidana Islam
Kontemporer, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), hIm. 89.

9 M. Syarifuddin, Penerapan Magqasid al-Syari'ah dalam Hukum Peradilan Pidana di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2020), him. 142.

100 Siti Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi,
(Jakarta: Nauval Press, 2010), hlm. 142.

101 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan & Keluarga Islam dalam Kajian
Reaktualisasi dan Integrasi-Interkoneksi, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZFA, 2013), hlm. 184.

102 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer: Pendekatan Sistem dan

Transdisipliner, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2018), him. 142.
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Proses ini menuntut adanya sinkronisasi antara kesiapan psikososial korban dengan
penerimaan lingkungan kolektif, guna memastikan bahwa reintegrasi mampu
memitigasi stigma negatif serta mencegah terjadinya pengucilan sosial.

Upaya keberlanjutan reintegrasi diakselerasi melalui pemberian pelatihan
keterampilan kerja yang bersifat aplikatif, yang kemudian disinergikan dengan
program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Rangkaian intervensi ini
bertujuan tidak hanya untuk memulihkan status sosial subjek di tengah masyarakat,
tetapi juga untuk menciptakan kemandirian finansial yang resilien guna mencegah
terjadinya residivisme serta menjamin perlindungan hak-hak dasar individu dalam
jangka panjang.

Proses reintegrasi korban menghadapi tantangan multidimensional yang
saling berkelindan, di mana stigma sosial sebagai "korban eksploitasi" sering kali
menjadi pembatas utama yang memicu eksklusi sosial.!® Kondisi ini diperparah
oleh adanya penolakan dari pihak keluarga yang seharusnya menjadi sistem
pendukung utama (primary support system), serta jeratan kemiskinan struktural
yang membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi dan kemandirian.

Negara memikul kewajiban konstitusional dan tanggung jawab absolut
untuk memastikan bahwa korban tidak terjerumus kembali ke dalam situasi
kerentanan (vulnerability) yang dapat mengancam integritas hak asasinya.!%

Kewajiban ini merupakan manifestasi dari implementasi prinsip non-

revictimization yang berakar kuat dalam instrumen hukum hak asasi manusia

103 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam dan Indonesia: Atas
Dasar Figh dan Perundang-undangan, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 289.

104 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Kehidupan Berbangsa dan Hukum Konstitusi,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), him. 84.
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internasional, sekaligus menjadi pilar utama dalam paradigma keadilan restoratif
(restorative justice).

Dalam perspektif hukum Islam, rehabilitasi dan reintegrasi korban tindak
pidana perdagangan manusia merupakan aspek penting yang mendapatkan
perhatian serius. Prinsip-prinsip Islam menekankan pada perlunya mendukung
korban dalam proses pemulihan mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial.!%’

Dalam perspektif hukum Islam, proses reintegrasi sosial bagi korban
selaras dengan prinsip-prinsip fundamental yang mengedepankan pemulihan
martabat dan kohesi sosial. Hal ini diwujudkan melalui konsep taubah dan islah,
yang tidak sekadar dimaknai sebagai penyesalan spiritual, namun juga sebagai
upaya sistematis dalam perbaikan diri serta pemulihan kedudukan kemanusiaan
seseorang di mata hukum dan masyarakat.

Prinsip ini diperkuat dengan doktrin satr al- ‘aib (larangan membuka aib),
yang secara etis mewajibkan perlindungan atas kehormatan individu guna
mencegah pelabelan negatif yang destruktif. Implementasi nilai-nilai tersebut
meniscayakan adanya takaful ijtima‘c atau tanggung jawab kolektif, di mana
komunitas masyarakat memiliki kewajiban religius dan sosial untuk menerima
kembali korban secara inklusif serta menghapuskan segala bentuk stigma, demi
mewujudkan keadilan yang bersifat restoratif dan humanis.

Analisis terhadap tahap pasca-putusan dalam penelitian disertasi ini

diartikulasikan melalui triangulasi tiga pendekatan utama guna membedah

105 A, Djazuli, Figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Pustaka
Setia, Jakarta, 2012, hlm. 254
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kompleksitas perlindungan korban menyeluruh. Pertama, pendekatan normatif-
yuridis digunakan untuk mengevaluasi konsistensi dan koherensi antara praktik
implementasi dengan instrumen hukum positif, khususnya yang termaktub dalam
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)
serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.!%

Kedua, melalui pendekatan empiris-sosiologis, penelitian ini membedah
efektivitas serta dinamika penegakan hukum yang terjadi di wilayah Indonesia guna
menangkap realitas sosiologis di lapangan. Terakhir, guna memberikan dimensi
aksiologis yang lebih mendalam, digunakan pendekatan hukum Islam untuk
menguji derajat keselarasan kebijakan pasca-putusan tersebut dengan prinsip-
prinsip keadilan, kemaslahatan umat, serta nilai-nilai filosofis yang terkandung
dalam magqdsid al-syari‘ah.

Eksistensi perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO) pada fase pasca-putusan tidak boleh direduksi sekadar sebagai prosedur
administratif formal semata, melainkan harus dipahami sebagai instrumen
fundamental dalam pengimplementasian keadilan restoratif (restorative justice)
yang berorientasi pada pemulihan kedudukan korban.!?

Tahapan ini merupakan perwujudan konkret dari penghormatan terhadap
Hak Asasi Manusia sekaligus aktualisasi signifikans terhadap nilai-nilai magasid
al-syari‘ah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan

kehormatan manusia.

106 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 112.
107 Angkasa, Viktimologi: Perlindungan Korban dan Keadilan Restoratif, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2020), hlm. 85.
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5. Pendekatan victim-oriented justice
Mekanisme perlindungan hak korban dalam struktur peradilan pidana
kontemporer sejatinya mengharuskan pergeseran paradigma menuju victim-
oriented justice, yang mereposisi korban sebagai subjek hukum utama dengan
supremasi atas hak, martabat, dan pemulihan (restitutio in integrum) sebagai poros
sentral sistem peradilan.'®® Pendekatan ini secara fundamental mendekonstruksi
orientasi konvensional yang cenderung terpaku pada penghukuman pelaku
(offender-oriented justice), melalui perluasan keadilan yang tidak hanya bersifat
retributif, tetapi juga mencakup dimensi perlindungan, pemulihan psikososial, serta
pemberdayaan korban secara komprehensif.'®
Mekanisme perlindungan korban TPPO dalam sistem hukum Indonesia
didasarkan pada:
a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
d. Pasal 28G dan 281 UUD 1945 (jaminan perlindungan HAM)
Tahapan-tahapan perlindungan dalam pendekatan victim-oriented justice:

a. Mekanisme Perlindungan pada Tahap Penyidikan

108 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:
Alumni, 2010), hlm. 82.

109 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him.
182-185.



197

1) Perlindungan Fisik dan Psikologis

Pada fase fundamental proses peradilan pidana, mekanisme perlindungan
terhadap korban harus diimplementasikan melalui pendekatan holistik yang
mencakup dimensi fisik maupun psikologis.''? Perlindungan ini terealisasi dalam
beberapa instrumen krusial, yakni penyediaan tempat kediaman sementara yang
layak atau rumah aman (shelter) guna menjamin keamanan deterministik korban,
serta pemberian pendampingan psikologis dan medis secara berkelanjutan untuk
memitigasi dampak trauma maupun gangguan kesehatan yang timbul.

Perlindungan ini juga mencakup aspek jaminan kerahasiaan identitas
(anonymity) sebagai upaya preventif terhadap potensi stigmatisasi maupun
ancaman eksternal.

2) Hak Atas Pendampingan

Perwujudan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan
pidana secara fundamental diakomodasi melalui pemenuhan hak atas
pendampingan yang bersifat multidimensional.''! Hak ini tidak terbatas pada
kehadiran pendamping hukum (advokat) guna menjamin tegaknya prinsip due
process of law dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), namun
juga mencakup urgensi keberadaan pendamping sosial untuk memberikan
dukungan psikososial bagi subjek hukum yang rentan.

Lebih lanjut, guna mengeliminasi hambatan komunikasi yang dapat

mencederai orisinalitas keterangan dan akses terhadap keadilan, penyediaan

110 Siti Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi,
(Jakarta: Fahmina Institute, 2010), hlm. 145.

U Muladi, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Bandung:
Refika Aditama, 2005), hlm. 74.
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penerjemah menjadi instrumen mandatori dalam kondisi objektif tertentu. Integrasi
elemen pendampingan ini merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin bahwa
proses litigasi berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala
bentuk intimidasi maupun hambatan struktural lainnya.
3) Pencegahan Reviktimisasi

Upaya pencegahan reviktimisasi dalam proses penegakan hukum
memerlukan transformasi paradigma melalui penerapan pemeriksaan yang berbasis
pada sensitivitas gender serta pendekatan yang tanggap terhadap trauma (trauma-
informed care).''> Internalisasi prinsip non-blaming (pendekatan tanpa
menyalahkan korban) menjadi pilar utama dalam menjamin bahwa prosedur litigasi
tidak bertransformasi menjadi ruang yang memperparah viktimisasi sekunder.!'?
b. Mekanisme Perlindungan pada Tahap Penuntutan

Pada fase penuntutan, perwujudan paradigma victim-oriented justice
menuntut pergeseran peran Jaksa Penuntut Umum dari sekadar dominus litis yang
membuktikan kesalahan terdakwa menjadi representasi kepentingan pemulihan
korban.!'* Realisasi perlindungan ini secara yuridis harus terartikulasi secara
eksplisit dalam penyusunan surat dakwaan yang mempertimbangkan kedudukan
dan kerugian korban, serta pengajuan tuntutan restitusi sebagai instrumen
pemulihan hak materiil maupun immateriil. Lebih lanjut, pemenuhan hak atas

informasi mengenai perkembangan perkara (right to information) menjadi

112 Qulistyowati Irianto (ed.), Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif
Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), him. 94.

113 Ibid. hlm .89

114 Indriyanto Seno Adji, Humanisme dan Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Diadit
Media, 2011), him. 84.
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prasyarat akses terhadap keadilan, guna memastikan bahwa proses litigasi tidak
hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (retributive justice), melainkan juga
secara aktif memperjuangkan restorasi bagi korban sebagai subjek hukum yang
terdampak.'!3
c. Mekanisme Perlindungan pada Tahap Persidangan

Perlindungan korban di persidangan mencakup:

1) Pemeriksaan Khusus

Mekanisme perlindungan korban pada fase adjudikasi diwujudkan melalui
serangkaian prosedur pemeriksaan khusus yang dirancang untuk meminimalisir
trauma psikis serta menjamin objektivitas kesaksian.!'® Dalam perlindungan saksi
dan korban, implementasi persidangan tertutup untuk tindak pidana tertentu,
penggunaan sarana komunikasi elektronik (audio-visual teleconference), serta
peniadaan kontak visual langsung antara korban dan terdakwa (non-confrontational
examination) merupakan perwujudan dari prinsip due process of law yang
berimbang.!!”

Instrumen-instrumen prosedural ini tidak sekadar berfungsi sebagai
pelindung privasi, melainkan sebagai upaya sistemik untuk mencegah terjadinya
revictimization (reviktimisasi) di ruang sidang, sekaligus memastikan bahwa hak

korban atas rasa aman tetap terjaga tanpa menegasikan hak-hak defensif terdakwa

dalam proses pencarian kebenaran materiil.

5 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan: Antara Prosedur dan Realitas, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 95.

116 Abdul Haris Semendawai, dkk., Memahami Hak-Hak Saksi dan Korban, (Jakarta:
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK], 2011), him. 145.

17 Abdul Haris Semendawai, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia,
(Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 158.
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2) Hak atas Restitusi dan Kompensasi

Dalam kerangka perlindungan korban kejahatan, instrumen pemulihan
kerugian materiil maupun immateriil diwujudkan melalui mekanisme restitusi dan
kompensasi sebagai bentuk manifestasi keadilan restoratif.''® Restitusi diposisikan
sebagai kewajiban hukum yang secara primer dibebankan kepada pelaku tindak
pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung atas kerugian yang
ditimbulkan oleh deliknya.!!

Namun, guna menjamin hak korban tidak terabaikan dalam kondisi di
mana pelaku tidak memiliki kemampuan finansial atau kapasitas untuk memenuhi
kewajiban tersebut, negara hadir melalui instrumen kompensasi. Skema ini
mencerminkan doktrin tanggung jawab negara (state responsibility) dalam
memberikan perlindungan sosial dan memastikan bahwa hak pemulihan korban
tetap terpenuhi secara absolut, meskipun upaya eksekusi terhadap harta kekayaan
pelaku menemui jalan buntu (insolvensi).

3) Hak atas Informasi Putusan

Perwujudan prinsip keadilan yang restoratif dan transparan dalam sistem
peradilan pidana mengharuskan adanya pemenuhan hak atas informasi bagi korban,
khususnya terkait dengan akses terhadap amar putusan dan dinamika upaya hukum

lanjutan.'?® Hak ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan instrumen

118 Andi Hamzah, Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 78.

119 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Analisis Perbandingan Hukum
Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: As-Syams, 2003), hlm. 124

120 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 189.
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yuridis bagi korban untuk memantau konsistensi penegakan hukum dan efektivitas
perlindungan hak asasi manusia di meja peradilan.

Dengan terjaminnya akses informasi terhadap putusan pengadilan, korban
dapat menentukan langkah hukum yang tepat serta mendapatkan kepastian hukum
yang bersifat substantif. Hal ini menjadi krusial untuk mencegah terjadinya
pengabaian kepentingan korban (victim neglect) dalam proses litigasi, sekaligus
memastikan bahwa setiap perkembangan perkara terdiseminasi secara akuntabel
demi terwujudnya kemanfaatan hukum yang utuh.

d. Mekanisme Pasca Putusan (Rehabilitasi dan Reintegrasi)

Implementasi doktrin victim-oriented justice dalam sistem peradilan
pidana kontemporer menuntut adanya perluasan tanggung jawab negara yang
melampaui sekadar pengetokan palu putusan hakim.!'?! Paradigma ini menegaskan
bahwa mekanisme pasca-putusan merupakan fase krusial dalam manifestasi
dimensi restoratif, yang mencakup intervensi komprehensif berupa rehabilitasi
medis dan psikososial, strategi reintegrasi sosial yang sistematis, hingga program
pemberdayaan ekonomi bagi korban.

Seluruh rangkaian intervensi tersebut, yang didukung oleh mekanisme
monitoring perlindungan lanjutan secara konsisten, tidak hanya bertujuan untuk
memitigasi dampak viktimisasi primer dan sekunder, namun secara esensial
diarahkan untuk merekonstruksi posisi hukum dan sosial korban kembali pada

kondisi yang bermartabat (restitution in integrum).

121 Muladi, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Bandung:
Refika Aditama, 2005), hlm. 76.
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Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengemban fungsi
strategis dalam arsitektur penegakan hukum di Indonesia melalui penyediaan
perlindungan fisik yang komprehensif serta intervensi bantuan medis dan
psikologis bagi korban kejahatan. Secara substansial, peran LPSK mencakup
mandat prosedural dalam pengajuan restitusi terhadap pelaku maupun penyaluran
kompensasi negara sebagai bentuk tanggung jawab publik.

Dalam konteks victim-oriented justice, keberadaan LPSK merupakan
instrumen fundamental negara untuk melakukan pergeseran paradigma peradilan
pidana dari yang semula bersifat retributive (fokus pada penghukuman) menuju
pada model yang lebih holistik dan restoratif, yang memprioritaskan perlindungan
serta pemulihan kedudukan korban (victim recovery) secara utuh.

Integrasi perspektif hukum Islam dalam konteks perlindungan korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat diderivasi melalui kerangka
operasional Magqgasid al-Syari‘ah, khususnya dalam koridor Hifz al-Nafs
(perlindungan jiwa) sebagai upaya preventif dan kuratif terhadap eksistensi
manusia. Secara filosofis, perlindungan tersebut selaras dengan prinsip ’'Ad!/
(keadilan substantif) yang menghendaki pemulihan hak-hak dasar korban, serta
kaidah fukaha Raf’ al-Darar (menghilangkan kemudaratan) yang mewajibkan
penghapusan segala bentuk penderitaan akibat eksploitasi.!??

Penanggulangan TPPO dalam konteks ini tidak sekadar dipandang sebagai

persoalan legal-formal, melainkan sebuah manifestasi dari upaya menjaga

122 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: RM Books, 2007), him. 89.
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Karamah Insaniyyah (martabat kemanusiaan).'” Hal ini dikarenakan praktik
perdagangan orang merupakan bentuk degradasi kemanusiaan yang secara
fundamental bertentangan dengan nilai-nilai transendental Islam yang
menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan bebas dari segala bentuk
perbudakan modern.

D. RELEVANSI DENGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Relevansi Sistem Hukum Nasional dengan Perspektif Hukum Islam
menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa perlindungan korban TPPO
tidak hanya memiliki dasar normatif dalam hukum positif, tetapi juga berakar kuat
dalam prinsip-prinsip syariat Islam.!?*

1. Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs)

Dalam konstruksi teoretis Magasid al-Syari‘ah yang diformulasikan
secara sistematis oleh Abii Ishaq al-Shatibi, diskursus mengenai perlindungan jiwa
(hifz al-nafs) menempati posisi sentral dalam kategori dariariyyat (kebutuhan
primer) yang bersifat imperatif. Signifikansi hifz al-nafs dalam dimensi hukum
bukan sekadar perlindungan terhadap eksistensi fisik manusia secara biologis,
melainkan mencakup jaminan atas kualitas hidup, martabat, dan hak-hak dasar yang
melekat pada kemanusiaan.'?

Dalam perspektif hukum kontemporer, pemikiran al-Shatibi ini beririsan

dengan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum yang

122 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-
Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), him. 215.
124 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 314.
125 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari’ah menurut Al-Syatibi, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1996), him. 145.
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komprehensif bagi setiap individu dari segala bentuk ancaman, baik yang bersifat
fisik maupun psikis, guna mewujudkan kemaslahatan publik (al-maslahah al-
‘ammah) yang menjadi tujuan akhir dari setiap penetapan hukum.!?

Relevansi penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
dalam kerangka teoretis ini berakar pada fakta bahwa perdagangan orang
merupakan realisasi eksploitasi ekstrem yang secara fundamental mengonfrontasi
integritas fisik serta stabilitas psikologis korban. Praktik eksploitasi seksual, kerja
paksa, hingga perbudakan modern bukan sekadar delik pidana biasa, melainkan
bentuk pelanggaran absolut terhadap hak atas kehidupan dan keamanan individu
yang bersifat non-derogable.

Dalam perspektif hukum Islam, paradigma Hifz al-Nafs (perlindungan
jiwa) tidak hanya dibatasi pada upaya preventif terhadap hilangnya nyawa secara
biologis, namun diperluas maknanya mencakup eliminasi segala bentuk penindasan
yang mendegradasi eksistensi dan martabat kemanusiaan.'?’

Secara aksiologis, perlindungan terhadap korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) menemukan fondasi teologisnya dalam Al-Qur’an
Surat Al-Ma’idah ayat 32, yang mengonstruksikan bahwa upaya menyelamatkan
satu jiwa manusia setara dengan memelihara eksistensi seluruh umat manusia.'?®

Dalam perspektif hukum Islam, terminologi ini memberikan mandat imperatif bagi

negara untuk mengimplementasikan Magasid al-Syari‘ah melalui skema

126 Muhammad Amin Suma, Studi Hukum Islam Kontemporer: Dari Struktur Dasar
hingga Realitas Aktual, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 204.

127 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-
Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 185.

128 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.
3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), him. 114.
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perlindungan maksimal (comprehensive protection) terhadap setiap individu dari
praktik perbudakan modern.'?°

Kehadiran negara dalam memberikan jaminan hukum dan pemulihan bagi
korban TPPO bukan sekadar bentuk pemenuhan prosedur administratif, melainkan
manifestasi dari kewajiban asasi untuk menjaga martabat manusia (Karamah
Insaniyyah) serta perwujudan konkret dari fungsi negara dalam meminimalisir
kemudaratan sistemik di tengah masyarakat.

Dalam sistem hukum nasional, mandat perlindungan serta rehabilitasi
korban sebagaimana yang teraktualisasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memiliki
koherensi aksiologis yang kuat dengan prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa)
dalam kerangka magasid al-syart ‘ah.'3°

Nilai penting dari pemulihan medis dan psikologis bagi korban bukan
sekadar pemenuhan kewajiban administratif negara, melainkan manifestasi konkret
dari upaya penjagaan eksistensi manusia. Dengan demikian, integrasi instrumen
rehabilitasi dalam hukum positif berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan
martabat kemanusiaan, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan terhadap
integritas fisik dan mental merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan.

2. Perlindungan kehormatan (hifz al-‘ird)
Dalam tradisi hukum Islam, perlindungan terhadap eksistensi manusia

tidak hanya terbatas pada dimensi fisik semata, melainkan juga mencakup aspek

129 H.A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 74.

130 Abdul Manan, Hukum Islam dalam Horizon Teoretis dan Praktis, (Jakarta: Kencana,
2012), him. 204.
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moralitas dan kemuliaan martabat yang terangkum dalam konsep hifz al-‘ird
(perlindungan kehormatan).'*! Sebagai salah satu elemen fundamental dalam
struktur magasid al-syart‘ah, hifz al-‘ird memberikan landasan aksiologis bagi
penegakan hak asasi manusia yang menempatkan kehormatan diri (karamah
insaniyyah) sebagai entitas yang sakral dan tidak dapat dilanggar.

Dalam konteks hukum pidana kontemporer, prinsip ini menjadi rasio legis
yang sangat relevan untuk mengeliminasi segala bentuk eksploitasi, perbudakan
modern, maupun tindakan degradatif lainnya yang mereduksi posisi manusia dari
subjek hukum menjadi sekadar objek komoditas.

Dalam perpespektif hukum Islam kontemporer, perlindungan terhadap
korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya dalam manifestasi
eksploitasi seksual memiliki relevansi teologis dan yuridis yang sangat fundamental
terkait perlindungan terhadap al-ird (kehormatan).!3?

Dalam hierarki Magasid al-Syari‘ah, menjaga kehormatan merupakan
bagian dari kebutuhan Daruriyyat (primer) yang bersifat absolut dan setara dengan
perlindungan jiwa serta akal.!>3 Oleh karena itu, segala bentuk stigmatisasi sosial
terhadap korban bukan sekadar persoalan sosiologis, melainkan pelanggaran
prinsipil terhadap doktrin Islam yang secara tegas melarang pembukaan aib

(tasyhir) dan perbuatan mempermalukan sesama manusia.

131 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), him. 68.
132 M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin Metode Studi Islam
dalam Era Kontemporer, (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), him. 142.
133 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, ed. revisi
(Jakarta: UI Press, 1993), him. 124.
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Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap eksistensi manusia berakar
pada doktrin Karamah al-Insan, yang memposisikan kemuliaan dan kehormatan
personal sebagai entitas sakral yang wajib diproteksi oleh instrumen kekuasaan
negara.'’* Perwujudan dari prinsip teosentris ini mengharuskan negara untuk
mengadopsi kebijakan nirkekerasan melalui jaminan kerahasiaan identitas korban
serta penyelenggaraan proses peradilan yang mitigatif guna menghindari
revictimization.

3. Konsep Keadilan dan Tanggung Jawab Negara dalam Siyasah Syar’iyyah

Dalam figh jinayah, kejahatan diklasifikasikan menjadi:

a. Hudud

Dalam studi hukum Islam (Figh Jinayah), Hudiid (jamak dari Hadd)
secara etimologis berarti "pembatasan" atau "penghalang". Dalam terminologi
hukum, Hudiid merujuk pada jenis tindak pidana yang bentuk dan sanksinya telah
ditetapkan secara definitif dan absolut dalam Al-Qur'an maupun Hadis (sifatnya
fixed atau given).'3

Berbeda dengan 7a’zir (hukuman yang diserahkan pada kebijakan
penguasa/hakim) atau Qisas, Hudiid memiliki karakteristik unik:

1) Hak Allah (Hagqq Allah): Pelanggaran dalam kategori ini dianggap merusak
tatanan sosial dan moral yang ditetapkan Tuhan, sehingga sanksinya tidak

dapat dipemaafkan oleh korban atau didelegasikan pengurangannya oleh

hakim/penguasa.

134 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 67.

135 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah): Pengantar dan Teori
Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 11
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2) Ketentuan Kaku: Jenis perbuatan dan berat ringannya hukuman sudah
ditentukan secara tekstual (nash), sehingga tidak ada ruang ijtihad untuk
mengubah jenis hukumannya.

3) Ketelitian Pembuktian: Karena sanksinya yang berat, standar pembuktian
dalam Hudiud sangat ketat (misalnya syarat jumlah saksi yang adil) dan
berpegang pada kaidah: "Tolaklah hukum Hudud karena adanya syubhat
(keraguan)."

Dalam konteks penelitian disertasi ini, analisis terhadap Hudiid sering kali
dikaitkan dengan:

1) Prinsip Legalitas: Bagaimana teks suci memberikan kepastian hukum (/ex
scripta dan lex stricta) yang menjadi cikal bakal asas legalitas modern.

2) Magasid al-Syari‘ah: Setiap hukuman Hudiid dirancang untuk melindungi
lima unsur pokok (Al-Daruriyyat al-Khamsah), yaitu perlindungan agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta.

3) Sinkronisasi dengan HAM: Perdebatan mengenai jenis hukuman fisik dalam
Hudiid sering kali dibedah melalui kacamata hak asasi manusia dan standar
penghukuman internasional, yang menuntut reinterpretasi tanpa
menghilangkan esensi keadilannya.

b. Qisas—Diyat

Dalam hukum pidana Islam (Figh al-Jinayah), sistem Qisas dan Diyat

merupakan instrumen keadilan yang bersifat restoratif, di mana fokus hukum tidak



209

hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban atau ahli
warisnya.'3°
1) Qisas (Pembalasan yang Setimpal)
Secara etimologis, Qisas berarti "mengikuti jejak" atau "memotong".
Dalam terminologi hukum, Qisdas adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku
tindak pidana yang jenis dan kadarnya sama persis dengan perbuatan yang
dilakukan terhadap korban.

a) Ruang Lingkup: Tindak pidana pembunuhan sengaja (al-gatl al-'amd) dan
penganiayaan sengaja yang mengakibatkan hilangnya fungsi anggota tubuh.

b) Landasan Filosofis: Menjaga keberlangsungan hidup manusia (Hifz al-
Nafs). Dalam Qisas terdapat "kehidupan" karena sanksi ini berfungsi
sebagai determinan kuat yang mencegah orang untuk membunuh.

c) Hak Ahli Waris: Uniknya, Qisas adalah hak murni milik keluarga korban
(waliyyul amr). Mereka memiliki otoritas penuh untuk menuntut eksekusi,
memaafkan tanpa kompensasi, atau mengalihkannya menjadi Diyat.

2) Diyat (Tebusan/Denda)
Diyat adalah kompensasi finansial yang wajib dibayarkan oleh pelaku
(atau keluarganya/kelompoknya dalam kasus tertentu) kepada korban atau ahli

warisnya sebagai pengganti dari hukuman Qisas yang tidak dilaksanakan.'3’

136 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana
dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 88.

137 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam: Pengantar dan Asas-Asas Hukum
Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 162.
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a) Fungsi: Sebagai alternatif hukuman jika korban/ahli waris memberikan
pemaafan (‘afw), atau jika tindak pidana terjadi karena ketidaksengajaan (al/-
qatl al-khata').

b) Kategori Pembayaran:

(1) Diyat Mugallazah (Berat): Biasanya berupa 100 ekor unta dengan
kriteria umur tertentu, dikenakan pada pembunuhan semi-sengaja.

(2) Diyat Mukhaffafah (Ringan): Dikenakan pada pembunuhan tidak
sengaja.

¢) Diyat Anggota Tubuh: Islam juga mengatur secara detail nilai denda untuk
setiap anggota tubuh yang rusak.

Sistem Qisas-Diyat sering dipandang sebagai akar dari Keadilan Restoratif
(Restorative Justice) modern.'3® Hukum Islam memberikan ruang bagi korban dan
pelaku untuk melakukan negosiasi dan rekonsiliasi guna memutus rantai dendam
antar keluarga atau kelompok.

c. Ta'zir

Dalam hukum Islam, 7a zir merupakan salah satu instrumen pemidanaan
yang memberikan ruang ijtihad paling luas bagi pemegang otoritas hukum (u/ul
amri atau hakim).'®® Berbeda dengan Hudud yang sanksinya telah ditentukan secara
tekstual dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, 7a zir bersifat dinamis dan adaptif

terhadap perkembangan zaman.

138 Op.cit., hlm 88
139 Op.cit., him 213
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Secara etimologis, 7a ‘zir berarti al-man’u (mencegah) atau al-ta’dib
(mendidik). Secara terminologis, Ta‘zir adalah hukuman atas tindak pidana
(jarimah) yang sanksinya tidak ditetapkan secara spesifik oleh syariat, baik karena
jenis perbuatannya tidak diatur dalam Hudud/Qisas, maupun karena syarat-syarat
hukuman Hudud tidak terpenuhi. '

Filosofi utama Ta zir adalah rehabilitasi dan prevensi (reformative and
preventive justice), di mana hukuman bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku
dan mencegah masyarakat melakukan pelanggaran serupa.'*!

Ruang lingkup tindak pidana yang masuk dalam kategori 7a ‘zir sangat
luas, di antaranya:

1) Pelanggaran terhadap larangan syariat yang tidak memiliki sanksi Hudud.

2) Pelanggaran terhadap regulasi negara (Siyasah Syar’iyyah) demi kemaslahatan
umum.

3) Perbuatan Hudud yang tidak memenuhi pembuktian secara ketat.

Karena sifatnya yang diskresioner, hakim memiliki wewenang untuk

menentukan jenis hukuman (sanksi) yang paling efektif bagi terpidana, antara lain:
1) Teguran atau Peringatan (4/-Wa’dz): Sanksi lisan untuk pelanggaran ringan.
2) Denda atau Penyitaan Harta (4/-Gharamah/Al-Mushadarah): Sanksi finansial
untuk kepentingan publik.
3) Penjara atau Pengasingan (4/-Habs/Al-Taghrib): Pembatasan kebebasan dalam

kurun waktu tertentu.

140 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam: Pengantar dan Asas-Asas Hukum
Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 211.
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182.
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4) Hukuman Fisik: Seperti cambuk (dengan batasan yang tidak melampaui kadar
Hudud).

5) Hukuman Mati: Hanya diterapkan pada kasus luar biasa yang mengancam
stabilitas negara atau keselamatan jiwa orang banyak (7a zir bi al-Qatl).

Meskipun istilah Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak ditemukan
secara eksplisit dalam konteks fikih klasik, namun secara substansial praktik
tersebut memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui dua
kategori utama. Pertama, TPPO diklasifikasikan sebagai kejahatan ta ‘zir,
mengingat tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencederai
kemuliaan jiwa (nafs) dan kehormatan ( ird) manusia yang seharusnya dijaga dalam
kerangka magqdsid al-syari‘ah. Kedua, TPPO dipandang sebagai perwujudan dari
perbudakan modern (al-rigq al-hadith) yang dilarang secara absolut dalam Islam,
karena bertentangan dengan prinsip universal kemerdekaan manusia (al-hurriyyah)
dan nilai-nilai keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa perlindungan
terhadap korban TPPO memiliki fondasi teologis dan yuridis yang sangat kokoh
dalam hukum Islam. Secara esensial, prinsip hifz al-nafs menjadi basis
epistemologis bagi kewajiban negara untuk memproteksi penyintas dari segala
bentuk ancaman fisik maupun psikologis, yang kemudian diintegrasikan dengan
prinsip hifz al-‘ird guna menjamin perlindungan atas kehormatan serta martabat
kemanusiaan mereka.

Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, negara diposisikan sebagai aktor

sentral (sahib al-sultah) yang mengemban mandat untuk mewujudkan keadilan dan
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kemaslahatan publik melalui kebijakan perlindungan yang komprehensif.
Relevansi ini semakin diperkuat oleh kerangka normatif figh jinayah yang memiliki
koherensi dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam memformulasikan
struktur pemidanaan yang adil serta skema kompensasi (restitusi) bagi korban, demi

tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan.



